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TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
berupa Dana Desa;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari
Dana Desa;

bahwa agar pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b menjadi optimal, maka perlu adanya
pedoman;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6896});

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53539), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
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Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor
1561);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1052);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 963);

Keputusan  Menteri Desa, Pembangunan  Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023
tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun
2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun

2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023
Nomor 3 Seri A);
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Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan
(Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor
2/E);

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E});
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023
Nomor 6 Seri A).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

n

Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bangkalan.

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bangkalan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
vang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang

diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk
mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan.

. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara

proporsional kepada setiap Desa.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara
proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah
penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa
sangat tertinggal.

. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa

dengan kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka Kkemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Indeks kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP  Desa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyal kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan
sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana
teknis yang menjalankan tugas PPKD.

. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau
walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yvang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada
bank yang ditetapkan.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana
Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.
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32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau
Perubahan Penjabaran APB Desa.

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang
memuat Kkegiatan, anggaran dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal
dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia
barang/jasa.

35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan oleh kepala Desa.

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

37. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya
disingkat SPP Panjar adalah permintaan pembayaran
oleh  pelaksana kegiatan sebagai uang panjar
pelaksanaan kegiatan.

38. Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang selanjutnya
disingkat SPP Definitif adalah permintaan pembayaran
oleh pelaksana kegiatan setelah barang/jasa diterima.

39. Pencairan Dana Desa (DD) adalah kegiatan pelaksanaan
pengeluaran atas beban Dana Desa (DD) berdasarkan
SPP.

40. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi
OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka
memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan
dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai
dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan
berbasis web.

Bagian Kedua
Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Petunjuk teknis pelaksanaan ini bertujuan untuk:

a. Memberikan kejelasan dan kemudahan bagi Pemerintah
Desa dalam  pengelolaan dan  penatausahaan
administrasi dan keuangan Dana Desa; dan
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b. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa  sesual kewenangannya, yang

pembiayaanya bersumber dari Dana desa.

Sasaran Petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah:

a. Terlaksananya pengelolaan penatausahaan penggunaan
Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

b. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa dan
lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat dalam
pengelolaan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa (DD)
dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.
b.
C.
d.

TSI 0

Sumber pendanaan;

Institusi Fasilitasi dan Pengelola;

Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa (DD);
Penyaluran Dana;

Pencairan Dana;

Penggunaan Dana;

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan
Pemantauan Dan Evaluasi;

Pembinaan dan Pengawasan;

Sanksi; dan

Hal-hal Khusus Lainnya.

BAB II
SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan Dana Desa (DD) ini bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024.

BAB III
INSTITUSI FASILITASI DAN PENGELOLA
Bagian Kesatu
Fasilitator Tingkat Kabupaten

Pasal 5

Fasilitator Tingkat Kabupaten terdiri dari Inspektorat, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten atau sebutan lain, yang dalam
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melaksanakan fasilitasi dapat dilakukan secara bersama-sama
dan/atau secara sendiri-sendiri.

Pasal 6

Fasilitator Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyebarluasan
informasi dan menyediakan data tentang Dana Desa (DD);

b. melakukan kegiatan pembinaan bersama dengan Tim
pengelola Tingkat Kecamatan kegiatan Dana Desa (DD);

c. memfasilitasi penyaluran Dana Desa (DD);

d. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan
mengkoordinasikan dengan pihak terkait.

Bagian Kedua
Fasilitator Tingkat Kecamatan

Pasal 7

Fasilitator Tingkat Kecamatan adalah kecamatan di wilayah
Kabupaten Bangkalan.

Pasal 8

Fasilitator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengelolaan
keuangan Desa;

b. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa dan evaluasi rancangan Peraturan
Desa tentang perubahan APBDesa;

c. memfasilitasi penelitian kelengkapan berkas permohonan
penyaluran Dana Desa (DD);

d. memfasilitasi penyampaian surat permohonan penyaluran
Dana Desa (DD) dari Kepala Desa atau sebutan lain kepada
Bupati, berdasarkan kelengkapan berkas sebagaimana
dimaksud pada huruf c;

e. memlfiasilitasi penyampaian laporan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama
tahun anggaran berjalan dan laporan pertanggungjawaban
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
akhir tahun anggaran, dari Kepala Desa kepada Bupati;
dan

f.  memfasilitasi penyampaian rekapitulasi dari laporan Kepala
Desa di wilayah kerjanya, antara lain laporan realisasi
pelaksanaan terkait Dana Desa (DD), dari Kepala Desa
kepada Bupati.
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Bagian Ketiga
Pengelola Dana Desa

Pasal 9

Pengelola Tingkat Desa adalah Pemerintah Desa, terdiri dari:

a.
b.
o

(2)

(2)

Kepala Desa
Sekretaris Desa; dan
Kaur dan Kasi.

Pasal 10

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

a, adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam

kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang

milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa;

. menetapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

menyetujui RAK Desa; dan

menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat

Desa selaku PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

-0 o

0

Pasal 11

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf b, bertugas sebagai koordinator PPKD.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Desa;

2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
dan rancangan perubahan APB Desa;

3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Perubahan Penjabaran APB Desa;

5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa.
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7. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

10. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang
diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran,;

11. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APB Desa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

12. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;
dan

13. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

%

Pasal 12

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf ¢, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran Kkegiatan sesuai bidang
tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang
tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
vang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA (DD)

(1)

Pasal 13

Penganggaran dan pengalokasian Dana Desa (DD) tahun
anggaran 2023 menjadi kewenangan penuh dari
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024.
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Mekanisme penganggaran Dana Desa (DD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan Pasal 6
dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Mekanisme pengalokasian Dana Desa (DD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan Pasal 8
sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa,
serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal
12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (8), Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa,
serta Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 11, dan Pasal 12
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024, Kementerian Keuangan melakukan penghitungan
tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun
anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan
Pemerintah.

Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung
berdasarkan kriteria tertentu.

Rincian insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (5), ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

BAB V
PENYALURAN DANA
Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran

Pasal 14

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap

Daerah  Kabupaten dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran

dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat

kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
dan/atau

b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya;
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Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan

selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa
yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a.

Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan

anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan
sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam
bentuk BLT Desa;

b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau

c. program pencegahan dan penurunan stunting.

Pasal 15

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap
Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap
Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan

penggunaannya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun
anggaran berjalan; dan

b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun
anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan

penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (4) huruf b untuk Desa berstatus Desa mandiri

dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap 1, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun
anggran berjalan; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun
anggaran berjalan.
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Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa
membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau
indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian
negara/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DD)
Yang Ditentukan Penggunaannya Dari
Pemerintah Daerah Kepada KPPN

Pasal 16

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

dilaksanakan  setelah Kuasa Pengguna  Anggaran

Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif,

Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen

persyaratan penyaluran dari Bupati melalui Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap dan

benar.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Desa mengenai APBDes;

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT
Desa; dan

b. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat
puluh persen).

Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-

SPAN.

Selain  persyaratan penyaluran tahap 1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan:

a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4) huruf a termasuk perekaman jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa
menganggarkan BLT Desa oleh Bupati melalui
Pemerintah Desa;
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b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 oleh
Bupati melalui Pemerintah Desa; dan

c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak
salur yang disertai dengan daftar rincian Desa oleh
Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah,

melalui Aplikasi OM-SPAN.

Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang

ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b meliputi:

a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana
Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal
Desa menganggarkan program pencegahan dan
penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan

b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam
hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran
2023.

Perekaman pagu Dana Desa vyang  ditentukan

penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk

penyaluran Dana Desa.

Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa

untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12

(dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan
bulan yang telah disalurkan.

Selain persyaratan penyaluran tahap Il sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan:

a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau
triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga
penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT
Desa tahun anggaran 2024 oleh Bupati melalui
Pemerintah Desa; dan

b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak
salur yang disertai dengan daftar rincian Desa oleh
Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah,

melalui Aplikasi OM-SPAN.

Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perekaman dan

penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat

(8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;

b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan
mengenai langkah-langkah akhir tahun.
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Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari
yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) diterima
paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Bupati melalui Pemerintah Desa tidak
melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUN.

Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan
wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I
pertama kali disertai dengan daftar RKD.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DD)
Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Dari
Pemerintah Daerah Kepada KPPN

Pasal 17

Penyaluran Dana Desa vyang tidak  ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran
dari Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah secara lengkap dan benar.
Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. tahap I berupa:
1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat
puluh persen).
Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-
SPAN.
Selain persyaratan penyaluran tahap 1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan:
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a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4) huruf a oleh Bupati melalui Pemerintah Desa;

b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 oleh
Bupati melalui Pemerintah Desa; dan

c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak
salur yang disertai dengan daftar rincian Desa oleh
Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah,

melalui Aplikasi OM-SPAN.

Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b Bupati melalui Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan

penandaan pengajuan penyvaluran atas Desa layak salur

yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi

OM-SPAN.

Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024,

b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan
mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari
yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima
paling lambat pada hari kerja berikutnya.
Capalan keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capailan keluaran dari seluruh kegiatan setiap
Desa.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2
disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, wuraian keluaran, volume Kkeluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian

keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum
tersedia, Bupati melalui Dinas menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran

Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

untuk dilakukan pemutakhiran.

Daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(12) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada

bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional

Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross

settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (11), Bupati melalui Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan perubahan
RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan berdasarkan
ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data
kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran
negara.

Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan
pada Pasal 17 ayat (2) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah
atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Kewenangan penandatanganan surat pengantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan Bupati
melalui Keputusan Bupati.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan pada
Pasal 17 ayat (2) serta surat pengantar sebagaimana
dimaksud pada ayat (14) disampaikan dalam bentuk
dokumen digital (softcopy).

Pasal 18

Daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (12)
dan Pasal (17) ayat (11), tercantum pada Lampiran Il yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat

Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Insentif Dana Desa (DD)

(1)

®

Dari Pemerintah Daerah Kepada KPPN
Pasal 19

Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(6) disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati melalui
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara
lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Desa
terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam
APBDes.

Penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan
Agustus tahun anggaran berjalan.
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(3) Selain persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah melakukan penandaan
pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur
kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-
SPAN yang disertai dengan daftar rincian Desa.

(4) Batas waktu penerimaan dokumen = persyaratan
penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah langkah
akhir tahun.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemberdayaan masyarakat Desa.

(6) Kewenangan penandatanganan surat pengantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Bupati
melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DD} Yang Ditentukan
Penggunaannya dari Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah

Pasal 20

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati melalui
Camat menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala
Desa secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I, berupa:

1. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala
Desa atau sebutan lain;

2. Salinan dokumen RPJMDes dan/atau perubahannya
(ika dilakukan perubahan), bagi dokumen RPJMDes
yang masih berlaku sesuai ketentuan perundangan
undangan,;

3. Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/atau
perubahannya (jika dilakukan perubahan);

4. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun
Anggaran 2024;

5. Data anggaran penggunaan Dana Desa untuk program
kegiatan ketahananan pangan dan hewani tahun
anggaran 2024;

6. Data anggaran penggunaan Dana Desa untuk program
kegiatan pencegahan dan penurunan stunting tahun
anggaran 2024;
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Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran 2023.

Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan
(triwulan) sampai dengan triwulan ke IV (empat) tahun
anggaran 2023;

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran
Aplikasi Siskeudes;

Peraturan Desa tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Kepala
Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024,
beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDes);

Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau sebutan lain
tentang pengisian data-data pada aplikasi OM-SPAN
secara formal dan materiil telah sesuai berdasarkan
bukti-bukti asli realisasi penggunaan dana
sebagaimana tercantum dalam laporan, bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap
penggunaan dan penyusunan Dana, untuk Dana Desa
vang ditentukan penggunaannya tahap I (satu) dari
Kepala Desa atau sebutan lain, bermaterai cukup
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

. Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan

yvang berlaku, memuat nilai besaran Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya yang diterima pada tahap I
(satu);

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap I (satu), bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas
Desa tahun anggaran 2024;

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang
ditunjuk, paling sedikit berisi informasi tentang nama
pemilik serta nomor RKDes;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
dan Susunan Perangkat Desa yang masih berlaku dan
perubahannya (jika ada perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun
anggaran 2024;

.Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024;

. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
. Salinan NPWP Pemerintah Desa;
.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran

Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024, terdiri atas:
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c) Rencana Anggaran Biaya.
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Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

keluaran Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024

(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes), terdiri

atas:

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa,;

b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢) Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang pelunasan

penyetoran pajak penggunaan Dana Desa nonBLT

Desa tahap III (tiga) tahun anggaran 2023 bermaterai

cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, beserta

salinan bukti penyetorannya (jika ada
pembelian/belanja yang dikenakan pajak);

Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi

realisasi pelaksanaan/penggunaan Dana Desa tahun

anggaran 2023 dan perubahannya (jika dilakukan
perubahan) kepada masyarakat, serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dana Desa tahun anggaran

2024 dan perubahannya (jika dilakukan perubahan)

kepada masyarakat, melalui media informasi baik

media cetak (seperti: baliho/spanduk/banner, dan
media cetak lainnya), maupun media elektronik

(seperti: iklan televisi, media sosial, website, portal

berita, blog, dan media elektronik lainnyaj;

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa,

yvang terdiri dari:

a) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang telah
didanai oleh Dana Desa nonBLT Desa tahap IlI
(tiga) tahun anggaran 2023 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); dan

b) Foto awal dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan
didanai oleh Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); serta

¢c) Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
yang telah didanai oleh Dana Desa nonBLT Desa
tahap Il (tiga) tahun anggaran 2023, merupakan
hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang
sama, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku (bagi desa yang telah menyelesaikan
kegiatan fisik infrastruktur dari DD tahap Il (tiga)
tahun anggaran 2023).

b. tahap II, berupa:

1.

2.

Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala
Desa atau sebutan lain;

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
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laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap | menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan
(triwulan) sampai dengan triwulan ke II (dua} tahun
anggaran 2024;

Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
mengenai perubahan penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan
BLT Desa Tahun Anggaran 2024 (jika dilakukan
perubahan);

Laporan realisasi penyaluran/pembayaran BLT Desa
kepada keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa, setiap bulan sampai
dengan bulan yvang telah disalurkan;

Laporan realisasi anggaran penggunaan Dana Desa
yang ditentukan penggunaannya tahap I (satu), untuk
program kegiatan ketahananan pangan dan hewani
tahun anggaran 2024,

Laporan realisasi anggaran penggunaan Dana Desa
vang ditentukan penggunaannya tahap I (satu), untuk
program kegiatan pencegahan dan penurunan stunting
tahun anggaran 2024;

Kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun
anggaran 2023 yang dihasilkan melalui aplikasi yang
disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi;

Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Kepala
Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024,
beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDes);

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap
penggunaan dan penyusunan Dana, untuk Dana Desa
yvang ditentukan penggunaannya tahap Il (dua) dari
Kepala Desa atau sebutan lain, bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, memuat nilai besaran Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya yang diterima pada tahap
I1 (dua);

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap I (dua), bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas
Desa tahun anggaran 2024;

. Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang

ditunjuk, paling sedikit berisi informasi tentang nama
pemilik serta nomor RKDes;
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Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
dan Susunan Perangkat Desa yang masih berlaku dan
perubahannya (jika ada perubahan);
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun
anggaran 2024 dan perubahannya (jika dilakukan
perubahan);
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024
dan perubahannya (jika dilakukan perubahanj;
Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
Salinan NPWP Pemerintah Desa;
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
keluaran Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024
(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes), yang
terdiri atas:
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;
b} Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
¢) Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak
penggunaan Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya sampai dengan tahap I (satu) tahun
anggaran 2024, bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti
penyetorannya (jika ada pembelian/belanja yang
dikenakan pajak);

Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi

realisasi pelaksanaan/penggunaan Dana Desa sampai

dengan tahap I (satu) tahun anggaran 2024 kepada
masyarakat, melalui media informasi baik media cetak

(seperti: baliho/spanduk/banner, dan media cetak

lainnya), maupun media elektronik (seperti: iklan

televisi, media sosial, website, portal berita, blog, dan
media elektronik lainnya);

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa,

yang terdiri dari:

a) Foto perkembangan dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa
yang telah didanai oleh Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur); dan/atau

b) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan Desa yang telah
didanai oleh Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap I (satu} tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur);
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Foto awal dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk Kkegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan
didanai oleh Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap II (dua) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); dan/atau

Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
hasil dari pelaksanaan/penggunaan Dana Desa
vang ditentukan penggunaannya tahap [ (satu)
tahun anggaran 2024, yang akan dilanjutkan
menggunakdan Dana Desa tahap II (dua) tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur);

Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
yvang telah didanai oleh Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun anggaran
2024, merupakan hasil pengambilan gambar di
satu titik lokasi yang sama, bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bagi desa
yang telah  menyelesaikan  kegiatan fisik
infrastruktur dari Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun anggaran
2024).

Bagian Keenam

Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DD)

Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Dari
Pemerintah Desa Kepada Pemerintah Daerah

Pasal 21

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3),
melalui Camat menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I, berupa:

Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala
Desa atau sebutan lain;

Salinan dokumen RPJMDes dan/atau perubahannya
(ika dilakukan perubahan), bagi dokumen RPJMDes

Bupati

1.

2.

3.

yvang masih berlaku sesuai ketentuan perundangan
undangan;

Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/atau
perubahannya (jika dilakukan perubahan);

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Semester Pertama tahun anggaran 2023,

beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes;
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Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun anggaran 2023, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes;

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran
Aplikasi Siskeudes;

Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Kepala
Desa Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024,
beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDes);

Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau sebutan lain
tentang pengisian data-data pada aplikasi OM-SPAN
secara formal dan materiil telah sesuai berdasarkan
bukti-bukti asli realisasi penggunaan dana
sebagaimana tercantum dalam laporan, bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap
penggunaan dan penyusunan Dana, untuk Dana Desa
yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I (satu)
dari Kepala Desa atau sebutan lain, bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, memuat nilai besaran Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya yang diterima pada
tahap I (satuj;

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya tahap I (satu), bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas
Desa tahun anggaran 2024;

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang
ditunjuk, paling sedikit berisi informasi tentang nama
pemilik serta nomor RKDes;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
dan Susunan Perangkat Desa yang masih berlaku dan
perubahannya (jika ada perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun
anggaran 2024;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024;
Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Salinan NPWP Pemerintah Desa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran
Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024, terdiri atas:
a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b} Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c¢) Rencana Anggaran Biaya.
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20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

21.

keluaran Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024
(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes),
terdiri atas:

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;

b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c¢) Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa,

yang terdiri dari:

a) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang telah
didanai oleh Dana Desa nonBLT Desa tahap I
(tiga) tahun anggaran 2023 (bagi desa  yang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); dan

b) Foto awal dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan
didanai oleh Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); serta

¢) Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
yvang telah didanai oleh Dana Desa nonBLT Desa
tahap I (tiga) tahun anggaran 2023, merupakan
hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang
sama, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
vang berlaku (bagi desa yang telah menyelesaikan
kegiatan fisik infrastruktur dari DD tahap I (tiga)
tahun anggaran 2023).

b. tahap I, berupa:

1.

2.

Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala
Desa atau sebutan lain;

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Semester Pertama tahun anggaran 2024,
beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes;
Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan
(triwulan) sampai dengan triwulan ke II (dua) tahun
anggaran 2024;
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Peraturan Desa tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Kepala
Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024,
beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDes);

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap
penggunaan dan penyusunan Dana, untuk Dana Desa
yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II (duaj
dari Kepala Desa atau sebutan lain, bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku, memuat nilai besaran Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya yang diterima pada
tahap Il (dua);

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya tahap Il (dua), bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas
Desa tahun anggaran 2024;

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang
ditunjuk, paling sedikit berisi informasi tentang nama
pemilik serta nomor RKDes;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
dan Susunan Perangkat Desa yang masih berlaku dan
perubahannya (jika ada perubahan);

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun
anggaran 2024 dan perubahannya (jika dilakukan
perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024
dan perubahannya (jika dilakukan perubahanj;
Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Salinan NPWP Pemerintah Desa;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
keluaran Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024
(bagi desa yang melakukan perubahan APBDes), terdiri
atas:

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;
b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c) Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak
penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya sampai dengan tahap [ (satu) tahun
anggaran 2024, bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, beserta salinan bukti
penyetorannya (jika ada pembelian/belanja yang
dikenakan pajak);

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa,
yang terdiri dari:
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a) Foto perkembangan dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa
yang telah didanai oleh Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya tahap [ (satu) tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur); dan/atau

b) Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan Desa yang telah
didanai oleh Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur);

c) Foto awal dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang akan
didanai oleh Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap II (dua) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); dan/atau

d) Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
hasil dari pelaksanaan/penggunaan Dana Desa
yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I
(satu) tahun anggaran 2024, yang akan dilanjutkan
menggunakan Dana Desa tahap I (dua) tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur);

e) Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
vang telah didanai oleh Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya tahap [ (satu) tahun
anggaran 2024, merupakan hasil pengambilan
gambar di satu titik lokasi yang sama, bermaterai
cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bagi
desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik
mnfrastruktur dari Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun anggaran
2024).

Pasal 22

Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2023
selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 21, melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan
kedua belas.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan Pasal 21, disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
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Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat disampaikan dalam bentuk dokumen
digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak (hardcopy).
Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 23

Berdasarkan surat permohonan penyaluran Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Camat
memfasilitasi penelitian kelengkapan dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dan Pasal 21.

Camat memfasilitasi penyampaian surat permohonan
penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas atau
sebutan lain, berdasarkan kelengkapan dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen
digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak (hardcopy).
Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Dinas atau sebutan lain meneruskan permohonan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan
lain, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) dan ayat (2), serta 17 ayat (1) dan ayat (2)

Surat permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat disampaikan dalam bentuk
dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen cetak
(hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat disampaikan melalui aplikasi penyaluran
yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

BAB VI
PENCAIRAN DANA

Pasal 24

Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK
Desa) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan
disetujui oleh Kepala Desa atau sebutan lain digunakan
untuk mengatur penarikan dana dari Rekening kas Desa
(RKDes), untuk mendanai pengeluaran berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi desa yang
melakukan perubahan APBDes).
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Arus kas keluar pada Rencana Anggaran Kas Desa (RAK
Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
semua pengeluaran belanja atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Kaur dan Kasi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) panjar dan/atau definitif kepada Sekretaris Desa
untuk diverifikasi sesuai dengan periode yang tercantum
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDes), dengan
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) (bagi desa yang
melakukan perubahan APBDes), yang selanjutnya
disetujui oleh Kepala Desa atau sebutan lain.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui oleh Kepala
Desa atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan
untuk melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa
(RKDes).
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan
melengkapi dokumen:
a. Surat pernyataan tanggung jawab belanja yang telah
disahkan oleh Kepala Desa atau sebutan lain; dan
b. Bukti penerimaan barang/jasa (kuitansi, nota, bukti
pengeluaran lainnya, dll), dari pihak penyedia.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi
persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Kepala desa atau sebutan lain.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) yang disetujui oleh Kepala Desa
atau sebutan lain, menjadi dasar Kaur Keuangan untuk
melakukan penarikan dana di Rekening Kas Desa
(RKDes).
Pemerintah Desa melalui Kaur Keuangan melakukan
penarikan dana dalam Rekening Kas Desa (RKDes) pada
Bank yang ditunjuk, berdasarkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP).
Dalam surat pengantar penarikan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), memuat jenis transaksi:
a. Jumlah penarikan secara tunai.
b. Jumlah penarikan secara Non Tunai (pemindah
bukuan /transfer).
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BAB VII
PENGGUNAAN DANA

Pasal 25

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan
kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024, yang terdiri atas:

a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau

b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan
sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam
bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima
persen) dari anggaran Dana Desa;

b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa;
dan/ atau

c. program pencegahan dan penurunan stunting skala
Desa.

Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan

untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai
potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan
modal pada badan usaha milik Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional

Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa.

Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana

Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4),

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan

program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau

ayat (3).

Pasal 26

Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diprioritaskan
untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa
bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1
(satu) data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.
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Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang
terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang
terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil
4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.
Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa
dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT
Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis dan/atau difabel;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga
harapan;
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia; dan/atau
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah
dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut
kepada Deputi Bidang  Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Bupati melalui Dinas Sosial menyampaikan data
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di
wilayahnya.
Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar
dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,
Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima
manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan
desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.
Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data
kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari
kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa
dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa.
Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
berdasarkan hasil musyawarah Desa.
Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
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a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis
kelompok pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.
Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai
dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat
dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau
dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan
secara sekaligus.
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran
BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan
kepada Bupati melalui Camat.
Bupati melalui Pemerintah Desa melakukan perekaman
realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada
Aplikasi OM-SPAN.
Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar
dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (6) huruf a, pembayaran atas selisih
kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya.
Pembayaran atas selistih kekurangan BLT Desa
menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima
persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan
kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuat
dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (18).
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT
Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima
manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (18), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan
prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ serta Pasal 25 ayat (3).
Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas
pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(20) kepada Bupati melalui Camat.
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Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15)
berbeda dengan perekaman awal jumlah Kkeluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, Bupati melalui
Pemerintah Desa memberikan penjelasan perbedaan
dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN.

Bupati melalui Pemerintah Desa mengunggah dokumen
perubahan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pada Aplikasi
OM-SPAN.

Pasal 27

Dalam hal kabupaten merupakan daerah yang berada
pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan
kerentanan pangan, Desa diarahkan untuk
menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani
paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b.

Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil
penilaian yang ditetapkan oleh kementerian
negara/lembaga yang berwenang.

Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c
diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi
penurunan stunting.

Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data
vang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang
berwenang.

Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes
untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan
untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes
untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Kepala Desa menyampaikan  perubahan  APBDes
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada
Bupati melalui Camat.

Bupati melalui Pemerintah Desa mengunggah perubahan
APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada
Aplikasi OMSPAN.
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Pasal 28

Penggunaan Dana Desa yang dihitung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Dana Desa, diprioritaskan untuk mendanai pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas
Desa.

Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana
Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk
operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah
berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
dan kementerian negara/lembaga terkait.

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan
kementerian negara/lembaga paling lambat sebelum
tahun anggaran berjalan.

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
Bupati melalui Peraturan Bupati ini, serta berpedoman
pada penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) dan petunjuk operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan
lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa
setempat.

Pasal 30

Ketentuan mengenai:

a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) huruf b dan 17 ayat (2) huruf b;

b. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (12);

c. format surat pengantar penyampaian dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (14}
dan Pasal 19 ayat (5);



-36-

d. format kartu skor Desa konvergensi layanan stunting
tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf b angka 9; dan

e. Format dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan pasal 21,

tercantum pada Lampiran [ yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rincian Dana besa sebagaimana dimaksud pada lampiran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023

tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran

2024, menjadi dasar bagi pemerintah Desa

menganggarkan Dana Desa dalam APBDes tahun

anggaran 2024.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan Anggaran Dana Desa

Pasal 31

Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam
APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
mengenal pengalokasian Dana Desa setiap Desa,
penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa
dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4),
menganggarkan insentif Desa dalam APBDes, penjabaran
APBDes, perubahan APBDes, dan/atau perubahan
penjabaran APBDes tahun anggaran berjalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan
pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Pelaporan APBDes

Pasal 32

Kepala Desa menyampaikan:

a. laporan pelaksanaan APBDes semester tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun
anggaran sebelumnya,

kepada Bupati melalui camat.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bupati melalui Dinas menyusun:

a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester
pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
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b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun
anggaran sebelumnya.
(3) Bupati melalui Dinas menyampaikan laporan konsolidasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara elektronik
melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pelaporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran
Dana Desa

Pasal 33

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa yang disesuaikan dengan tahap
penyalurannya ditujukan kepada Bupati melalui Camat,
berupa:
a. Tahap [, berupa:
Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan (triwulan)
sampai dengan triwulan ke IV (empat) tahun anggaran
2023;
b. Tahap I, berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap [ menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT
Desa untuk setiap bulan;

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 34

(1) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29.

(2) Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan
material atas  kebenaran dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 21.

(1) Bentuk Pertanggungiawaban penggunaan dan
pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terintegrasi dengan pertanggungiawaban
APBDes, sehingga bentuk pertanggungiawabannya adalah
pertanggungiawaban pelaksanaan APBDes yang
dituangkan dalam Peraturan Desa.
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BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

Bupati melalui Camat serta APIP melakukan pemantauan

dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama,

atas:

a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf
a;

b. penyaluran Dana Desa;

c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29;

d. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau

e. sisa Dana Desa di RKD.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui

Camat dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa

dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data

dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam

dalam aplikasi OM-SPAN.

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,

Bupati dapat meminta Inspektorat daerah untuk

melakukan pemeriksaan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.

Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan

Dana Desa (DD} melalui Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Bangkalan yaitu

Inspektorat atau sebutan lain.

Camat memifasilitasi pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai wilayah

kerja masing-masing, yang meliputi:

a. memlfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
(DD);

b. memberikan bimbingan, supervisi dan Kkonsultasi
terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD).
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BAB XI
SANKSI

Pasal 37

Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen  persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 21, maka Bupati secara berjenjang melakukan
teguran kepada Kepala Desa untuk melakukan
percepatan penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran.

Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak
menyampaikan  kelengkapan dokumen  persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 21 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,
Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa
di RKUN.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2), tidak dapat disalurkan kembali pada
tahun anggaran berikutnya.

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran
administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan
sesuai dengan  ketentuan = peraturan  perundang-
undangan.

Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA), maka dikembalikan ke Kas Desa dan dianggarkan
kembali dalam APBDes pada tahun anggaran berikutnya.
Apabila terjadi perbedaan hasil dokumen cetak (hardcopy)
serta dokumen digital (softcopy) persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21,
antara dokumen Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Desa, maka pemerintah Daerah hanya mengakui
keabsahan dokumen yang disampaikan melalui aplikasi
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(4).
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  berita  Daerah  Kabupaten
Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 05 FEB 2024

Diundangkan di.Bangkalan

IABXFRAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR B ser! E.
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LAMPIRAN I PERATURAN  BUPATI BANGKALAN
NOMOR &  TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT DOKUMEN SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENYALURAN DANA

DESA DARI KECAMATAN UNTUK DANA DESA YANG DITENTUKAN

PENGGUNAANNYA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 1la
KECAMATAN ..c.oiivviinirinrcnnrcrecciercnenes
Jalan .....coeeeinnennn. Telpon ..cceeveniiriniiiiirineiienens
(Kecamatan), tgl....... bln.....thn.....

Nomor 140/..... /433.(kode kec)/.... Kepada
Sitat Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan
Lampiran 1 (satu) berkas di
Perihal Permohonan Penyaluran Dana BANGKALAN

Desa (DD) Yang Ditentukan
Penggunaannya Tahap I (Satu)
Tahun Anggaran .......

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa ...... Kecamatan .......... .
Tanggal .... (tgl,bln,thn), Nomor: 140/.... /XXX.XXX.XXX/..... Tentang
Penyaluran Dana Desa (DD) yang ditentukan penggunaannya tahap I (satu)
tahun anggaran ........ , sebesar (.....%) sejumlah Rp. ...

(huruf/terbilang), dengan persyaratan sebagaimana tersebut dibawah ini:

DESA
KECAMATAN

JUMLAH DANA DESA 100%

NO ~ KELENGKAPAN BERKAS ADA | TDK ADA

3 | Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/atau

1 | Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari
Kepala Desa atau sebutan lain

2 | Salinan dokumen RPJMDes dan/atau
perubahannya (jika dilakukan perubahan), bagi

dokumen RPJMDes yang masih berlaku sesuai
ketentuan perundangan undangan;

perubahannya (jika dilakukan perubahan);

4 | Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan
BLT Desa Tahun Anggaran 2024;

Data anggaran penggunaan Dana Desa untuk

Ut

program kegiatan ketahananan pangan dan hewani

tahun anggaran 2024;
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Data anggaran penggunaan Dana Desa untuk
program kegiatan pencegahan dan penurunan

stunting tahun anggaran 2024;

Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun anggaran 2023;

Lapor/zih penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan
(triwulan) sampai dengan triwulan ke IV (empat)
tahun anggaran 2023;

9

— Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; dan

Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran
Aplikasi Siskeudes;

Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran
2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi
Siskeudes  (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes); dan (*)

- Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDes); (*)

e

Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau sebutan
lain tentang pengisian data-data pada aplikasi OM-
SPAN secara formal dan materiil telah sesuai
berdasarkan bukti-bukti asli realisasi penggunaan
dana sebagaimana tercantum dalam laporan,
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Surat  Pernyataan Tanggung Jawab mutlak
terhadap penggunaan dan penyusunan Dana,
untuk Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahap I (satu) dari Kepala Desa atau sebutan lain,
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Kuitansi  bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, memuat nilai besaran
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya yang
diterima pada tahap I (satu);

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang
ditentukan  penggunaannya tahap [ (satu),
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

15

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening

Kas Desa tahun anggaran 2024;
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16

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank
vang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi

tentang nama pemilik serta nomor RKDes;

17

19

Salinan Keputusan Kepala Desa  tentang
Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang
masih berlaku dan perubahannya (jika ada

perubahan);

Salinan Kébﬁtﬁéan Kepala Desa tentang Penetapan
Pclaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
tahun anggaran 2024;

SahnanuKeputusah Kepala Desa tentang Penetapan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran
2024,

20

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan

Salinéﬁ”—NPWPﬁémerintaﬁndesa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran |
Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024, terdiri
atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

Dokumen  Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) keluaran  Aplikasi  Siskeudes tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes), terdiri atas:(*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

Desa;

b. Rencana Kerja Kegiwé“ian Desa; dan

C. ‘}iencanail\'ﬁggaran Biaya Perubahan.

24

Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang
pelunasan penyetoran pajak penggunaan Dana
Desa nonBLT Desa tahap Il (tiga) tahun anggaran
2023 bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan
vang berlaku, beserta salinan bukti penyetorannya
(jika ada pembelian/belanja yang dikenakan
pajak);

Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi
realisasi pelaksanaan/penggunaan Dana Desa
tahun anggaran 2023 dan perubahannya (jika
dilakukan perubahan) kepada masyarakat, serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa
tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika
dilakukan perubahan)} kepada masyarakat, melalui
media informasi baitk media cetak (seperti:
baliho/spanduk/banner, dan media cetak lainnya),
maupun media elektronik (seperti: iklan televisi,
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media sosial, website, portal berita, blog, dan

media elektronik lainnya);

26 | Foto kegiatan”ﬁsik infrastruktur pefribbangunan

desa, yang terdiri dari: (¥)

a. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang
telah didanai oleh Dana Desa nonBLT Desa
tahap Il (tiga) tahun anggaran 2023 (bagi desa
yang menganggarkan kegiatan fisik

infrastruktur); dan

b. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut

pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan

fisik infrastruktur pembangunan desa yang
akan didanai oleh Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan

fisik infrastruktur); serta

¢. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
yang telah didanai oleh Dana Desa nonBLT Desa
tahap III (tiga) tahun anggaran 2023,
merupakan hasil pengambilan gambar di satu
titik lokasi yang sama, bermaterai cukup sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (bagi desa yang

telah menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur
dari DD tahap III (tiga) tahun anggaran 2023).

bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap I (satu) tahun ........ Desa ..ooooovviiiiiiinn.
Kecamatan.................... dengan Nama Kaur Keuangan................ pada

Nomor rekening .....................

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT ......(NAMA KECAMATAN)

NAMA LENGKAP CAMAT
PANGKAT/GOLONGAN
NIP. cccvvviivrnnennannes

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan

2. Kepala BPKAD Kab. Bangkalan

3. Inspektur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran)
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CATATAN :

o
o

Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 10, 23, 26 di Hal 42, 43 & 44,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur dari DD.

Apabila poin nomor 10, 23, 26 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor 10, 23,
26 dicentang pada kolom “TIDAK ADA” .

Apabila pada poin nomor 24 tidak ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak, maka
redaksi pada poin nomor 24 dicentang pada kolom “TIDAK ADA”.

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 41 s/d 44 masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Kecamatan Setempat

2. DPMD Kab. Bangkalan

3. BPKAD Kab. Bangkalan

4. Inspektorat Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 41 s/d 44 masing-
masing dibuat 1 (satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-
masing Kecamatan.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN | FORMAT 1b

KECAMATAN ...cccvevnriurinensrecnececnecnces
Jalan .....oeviiiiiiiiinin Telpon ...coveenviiiiinnanenans
(Kecamatan), tgl....... bin.....thn.....
Nomor 140/...... /433.(kode kec)/...... Kepada
Sifat Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan
Lampiran 1 (satu) berkas di
Perihal Permohonan Penyaluran Dana BANGKALAN

Desa (DD) Yang Ditentukan
Penggunaannya Tahap II (Dua)
Tahun Anggaran ............

Tanggal .... (tgl,bln,thn), Nomor: 140/.... /XXX.XXX.XXX/..... Tentang
Penyaluran Dana Desa (DD) yang ditentukan penggunaannya tahap II (dua)
tahun anggaran ... , sebesar (....%) sejumlah Rp. ................
(huruf/terbilang), dengan persyaratan sebagaimana tersebut dibawah ini:

DESA

'KECAMATAN

JUMLAH DD 100%

NO KELENGKAPAN BERKAS ADA | TDK ADA |
1 | Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari .

Kepala Desa atau sebutan lain;

2 | Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

3 | laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap [ menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam
puluh persen) dan rata-rata capaian Kkeluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat 5
puluh persen);

4 | Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan
(triwulan) sampai dengan triwulan ke II (dua) tahun E
anggaran 2024, |

6 Laporan realisasi penyaluran/pembayaran BLT

S5 | Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa mengenai perubahan penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa
menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2024
(jika dilakukan perubahan);

Desa kepada keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa, setiap
bulan sampai dengan bulan yang telah disalurkan; !

~]

Laporan realisasi anggaran penggunaan Dana Desa ;
yang ditentukan penggunaannya tahap I (satu), !
untuk program kegiatan ketahananan pangan dan
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hewani tahun anggaran 2024;

Laporan realisasi anggaran penggunaan Dana Desa
yang ditentukan penggunaannya tahap 1 (satu),
untuk program  kegiatan pencegahan dan
penurunan stunting tahun anggaran 2024,

10

11

Kartu skor Desa konvergensi layanan stunting
tahun anggaran 2023 yang dihasilkan melalui
aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran
2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi
Siskeudes (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes); dan (¥)

— Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDesj); (*)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak
terhadap penggunaan dan penyusunan Dana,
untuk Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahap II (dua) dari Kepala Desa atau sebutan lain,
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

13

14

Kuitansi  bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, memuat nilai besaran
Dana Desa vang ditentukan penggunaannya yang
diterima pada tahap II (dua);

Pakta "Integritas Penggunaan Dana Desa yang
ditentukan  penggunaannya tahap [II  (dua),
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening

Kas Desa tahun anggaran 2024;

15

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank
vang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi
tentang nama pemilik serta nomor RKDes;

16

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang
masith berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahan);

Salinan F'Kepu.tusan Kepala Desa tentang Penetapan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika
dilakukan perubahan);

18

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran
2024 dan  perubahannya  (jika  dilakukan
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perubahanj;

| Salinan KTP Kef;ala Desa dan Kaur Keuangan

Salinan NPWP Pemerintah desa;

Dokumen  Pelaksanaan Perubahan  Anggaran

(DPPA)  keluaran Aplikasi Siskeudes tahun

anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan

perubahan APBDes), terdiri atas:(*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan
Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Surat Pernyataar_impelunasan penyetoran pajak
penggunaan Dana Desa yang  ditentukan
penggunaannya sampai dengan tahap [ (satu)
tahun anggaran 2024, bermaterai cukup sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan
bukti penyetorannya (jika ada pembelian/belanja
vang dikenakan pajak);

Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi
realisasi pelaksanaan/penggunaan Dana Desa
sampai dengan tahap I (satu) tahun anggaran 2024
kepada masyarakat, melalui media informasi baik
media cetak (seperti: baliho/spanduk/banner, dan
media cetak lainnya), maupun media elektronik
(seperti: iklan televisi, media sosial, website, portal
berita, blog, dan media elektronik lainnyaj;

24

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan

Desa, yang terdiri dari: (*)

a. Foto perkembangan dengan titik koordinat
dan sudut pengambilan gambar yang sama

untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan Desa yang telah didanai oleh
Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun
anggaran 2024 (bagi  desa vang
menganggarkan kegiatan fisik

infrastruktur); dan/atau

b. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan
sudut pengambilan gambar yang sama

untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan Desa yang telah didanai oleh
Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap 1 (satu) tahun
anggaran 2024  (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur);

c. Foto awal dengén titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan
desa yvang akan didanai oleh Dana Desa




-49-

vang ditentukan penggunaannya tahap Il
(dua) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); dan/atau

d. Foto kebe“rlénjutan dengan titik koordinat
dan sudut pengambilan gambar yang sama
untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa hasil dari

pelaksanaan/penggunaan Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap [ (satu)
tahun anggaran 2024, yang akan
dilanjutkan menggunakan Dana Desa tahap
I (dua) tahun anggaran 2024 (bagi desa
vang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur);

e. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi

untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai oleh
Dana Desa vang ditentukan ;

penggunaannya tahap [ (satu) tahun
anggaran 2024, merupakan hasil
pengambilan gambar di satu titik lokasi
yang sama, bermaterai cukup sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (bagi desa
yvang telah menyelesaikan Kkegiatan fisik
infrastruktur  dari Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap [ (satu)

tahun anggaran 2024).

bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap Il (dua) tahun ........ Desa .cococvvviiiiiiiii.
Kecamatan.................... dengan Nama Kaur Keuangan................ pada

Nomor rekening .....................

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT ...... (NAMA KECAMATAN)

NAMA LENGKAP CAMAT
PANGKAT/GOLONGAN
NIP. ccoevvnieireirenennnnns

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan

2. Kepala BPKAD Kab. Bangkalan

3. Inspektur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran)
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CATATAN :

*,
"

Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 10, 21, 24 di Hal 47 & 48,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur dari DD.

Apabila poin nomor 10, 21, 24 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor S, 16, 19
dicentang pada kolom “TIDAK ADA” .

Apabila pada poin nomor 22 tidak ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak, maka
redaksi pada poin nomor 22 dicentang pada kolom “TIDAK ADA”.

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 46 s/d 49 masing-masing dibuat 4 (empat} rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Kecamatan Setempat

2. DPMD Kab. Bangkalan

3. BPKAD Kab. Bangkalan

4. Inspektorat Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 46 s/d 49 masing-
masing dibuat 1 (satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-
masing Kecamatan.
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FORMAT DOKUMEN SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA UNTUK

DANA DESA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DARI PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 2a
KECAMATAN.........c.oceeinane
DESA ..
Jalan............. Telp...........

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

(nama desa), tgl...bln....thn....

140/.... /xxx.(kd.kec).(kd desa)/... Kepada

Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan

1 (satu) berkas Melalui Bapak Camat ..........
Penyaluran Dana Desa (DD) di

Yang Ditentukan Penggunaannya BANGKALAN

Tahap I (Satu) Tahun ..........

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan
penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap 1 (satu)
Tahun ... Desa ............... Kecamatan .......... sebesar Rp. ...
(huruf/terbilang) Rekening Desa pada Bank Jatim Nomor

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas
kelengkapan permohonan sebagai berikut:

I.  Salinan dokumen RPJMDes dan/atau perubahannya (jika dilakukan
perubahan), bagi dokumen RPJMDes yang masih berlaku sesuai
ketentuan perundangan undangan;

2. Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/atau perubahannya (jika
dilakukan perubahan);

3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa

menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2024;

Data anggaran penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan

£

ketahananan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;

5. Data anggaran penggunaan Dana Desa untuk program Kkegiatan
pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2024,

6. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
2023.

7. Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan (triwulan) sampai
dengan triwulan ke IV (empat) tahun anggaran 2023;

®

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta

Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran

Aplikasi Siskeudes;

9. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa serta Peraturan Kepala Desa Desa Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes); (*)

10. Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau sebutan lain tentang pengisian

data-data pada aplikasi OM-SPAN secara formal dan materiil telah

sesuai berdasarkan bukti-bukti asli realisasi penggunaan dana



11.

18.

19.
20.
21.

[N
]

23.

24.
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sebagaimana tercantum dalam laporan, bermaterai cukup sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan
penyusunan Dana, untuk Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahap 1 (satu) dari Kepala Desa atau sebutan lain, bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
memuat nilai besaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
vang diterima pada tahap I (satu);

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap 1 (satu), bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun

anggaran 2024;
Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, paling
sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor RKDes;

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Susunan

Perangkat Desa yang masih berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahan);

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2024;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024,

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Salinan NPWP Pemerintah Desa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi Siskeudes
tahun anggaran 2024, terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran Aplikasi

Siskeudes tahun anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan perubahan
APBDes), terdiri atas: {¥)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang pelunasan penyetoran
pajak penggunaan Dana Desa nonBLT Desa tahap Il (tiga) tahun
anggaran 2023 bermaterai cukup sesual dengan ketentuan yang
berlaku, beserta  salinan bukti  penyetorannya  (jika ada
pembelian/belanja yang dikenakan pajak);

Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi realisasi
pelaksanaan/penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dan
perubahannya (jika dilakukan perubahan) kepada masyarakat, serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa tahun anggaran 2024
dan perubahannya (jika dilakukan perubahan) kepada masyarakat,
melalui media informasi baik media cetak (seperti:
baliho/spanduk/banner, dan media cetak lainnya), maupun media
elektronik (seperti: iklan televisi, media sosial, website, portal berita,
blog, dan media elektronik lainnyaj);

. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, yang terdiri dart:

()
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a. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai oleh Dana Desa
nonBLT Desa tahap III (tiga) tahun anggaran 2023 (bagi desa
yang menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); dan

b. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang akan didanai oleh Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap I (satu) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); serta

c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh Dana
Desa nonBLT Desa tahap III (tiga) tahun anggaran 2023,
merupakan hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang
sama, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik
infrastruktur dari DD tahap III {tiga) tahun anggaran 2023).

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA............
TTD & STEMPEL PEMDES

NAMA LENGKAP KEPALA DESA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.

Kepala DPMD Kab. Bangkalan

CATATAN :
% Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 9, 22, 25 di Hal 51 & 52,

o,
LX4

dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
Sfisik infrastruktur dari DD.

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 51 s/d Hal 53 masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 51 s/d Hal 53
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di
masing-masing Pemerintah Desa.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 2b
KECAMATAN......................
DESA. ...
dalan.......c.co Telp...........

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

(nama desaj, tgl...bln....thn....

140/.../xxx.(kd.kec).(kd desa)/.... Kepada

Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan

1 (satu) berkas Melalui Bapak Camat............
Penyaluran Dana Desa (DD) di

Yang Ditentukan Penggunaannya BANGKALAN

Tahap II (Dua) Tahun ..........

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan
penyaluran Dana Desa Yang Ditentukan Penggunaannya Tahap II (dua)
Tahun ........... Desa........ceceeenennl. Kecamatan .............ccooii. sebesar Rp.
................. (huruf/terbilang) Rekening Desa pada Bank Jatim Nomor

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas
kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar
60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);

3. Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan (triwulan) sampai
dengan triwulan ke II (dua) tahun anggaran 2024;

4. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai
perubahan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal
Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2024 (jika dilakukan
perubahanj;

5. Laporan realisasi penyaluran/pembayaran BLT Desa kepada keluarga
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa, setiap
bulan sampai dengan bulan yang telah disalurkan,;

6. Laporan realisasi anggaran penggunaan Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu), untuk program kegiatan ketahananan
pangan dan hewani tahun anggaran 2024;

~I

Laporan realisasi anggaran penggunaan Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahap I (satu), untuk program kegiatan pencegahan
dan penurunan stunting tahun anggaran 2024,

8. Kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023
yang dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi,

9. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun

anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi

desa yang melakukan perubahan APBDesj}; (*)



10.

11,

14.

16.

18.
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20.

22.

23.
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Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan
penyusunan Dana, untuk Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahap II (dua) dari Kepala Desa atau sebutan lain, bermaterai cukup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
memuat nilai besaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya yang
diterima pada tahap II (dua);

. Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang ditentukan

penggunaannya tahap II (dua), bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun

anggaran 2024,
Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, paling
sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor RKDes;

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Susunan

Perangkat Desa yang masih berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2024 dan
perubahannya (jika dilakukan perubahan);

7. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika dilakukan
perubahan);

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Salinan NPWP Pemerintah Desa;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran Aplikasi
Siskeudes tahun anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan perubahan
APBDes), terdiri atas:(*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

. Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan Dana Desa

yang ditentukan penggunaannya sampai dengan tahap I {satu) tahun
anggaran 2024, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, beserta  salinan  bukti penyetorannya  (jika ada
pembelian/belanja yang dikenakan pajak);
Foto atau tangkapan layar (screenshoot) publikasi realisasi
pelaksanaan/penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap [ (satu)
tahun anggaran 2024 kepada masyarakat, melalui media informasi baik
media cetak (seperti: baliho/spanduk/banner, dan media cetak
lainnya), maupun media elektronik (seperti: iklan televisi, media sosial,
website, portal berita, blog, dan media elektronik lainnya);
Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa, yang terdiri dari:
a. Foto perkembangan dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan Desa yang telah didanai oleh
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap 1 (satu)
tahun anggaran 2024 (bagi desa vang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur); dan/atau
b. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan Desa yang telah didanai oleh Dana Desa yang
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ditentukan penggunaannya tahap I (satu) tahun anggaran
2024 (bagi desa yvang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur);

¢. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang akan didanai oleh Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap II (dua) tahun anggaran
2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); dan/atau

d. Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur pembangunan
desa hasil dari pelaksanaan/penggunaan Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap 1 (satu) tahun anggaran 2024,
yang akan dilanjutkan menggunakan Dana Desa tahap II (dua)
tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur);

e. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh Dana Desa
yvang ditentukan penggunaannya tahap 1 (satu) tahun anggaran
2024, merupakan hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang
sama, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur dari
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I (satu) tahun
anggaran 2024).

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA............
TTD & STEMPEL PEMDES

NAMA LENGKAP KEPALA DESA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan

< Tanda bintang (¥} artinya redaksi pada poin Nomor 9, 20, 23 di Hal 54 & 55,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
Jisik infrastruktur dari DD.

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 54 s/d Hal 56 masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 54 s/d Hal 56
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di
masing-masing Pemerintah Desa.
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FORMAT DOKUMEN SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENYALURAN DANA

DESA DARI KECAMATAN UNTUK DANA DESA YANG TIDAK DITENTUKAN

PENGGUNAANNYA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 3a

KECAMATAN ..ccviriiiiiiiiiiiiieiinrenennaaen.
Jalan ....ccceeeeeninnenne, Telpomn ...ccvevimiiiiiiniennnennncnens
(Kecamatan), tgl....... bln.....thn.....

Nomor 140/..... /433 .(kode kec)/.... Kepada
Sifat Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan
Lampiran 1 (satu) berkas di
Perihal Permohonan Penyaluran Dana BANGKALAN

Desa (DD) Yang Tidak

Ditentukan Penggunaannya

Tahap I (Satu) Tahun

Anggaran .......

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa ...... Kecamatan .......... ,

Tanggal .... (tgl,bln,thn), Nomor: 140/.... /XXX.XXX.XXX/..... Tentang

Penyaluran Dana Desa (DD) Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Tahap |

(satu), sebesar (.....%) sejumlah Rp. ................. (huruf/terbilang)

Tahun............ , dengan persyaratan sebagaimana tersebut dibawah 1ni:

DESA o B

KECAMATAN

JUMLAH DD 100%

NO KELENGKAPAN BERKAS ADA | TDK ADA

1 éljl;almﬁmé‘hgantar Permohonan Penyaluran dari

Kepala Desa atau sebutan lain

[\

Salinan dokumen RPJMDes dan/atau
perubahannya (jika dilakukan perubahan), bagi
dokumen RPJMDes yang masih berlaku sesuai

ketentuan perundangan undangan;

3 | Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/atau
perubahannya (jika dilakukan perubahan);

‘4 | Peraturan Desa tentang -mLaporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester
Pertama tahun anggaran 2023, beserta

lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes;

5 | Peraturan Desa té;i‘t'ang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
anggaran 2023, beserta lampirannya keluaran |

Aplikasi Siskeudes;

6 | - Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta
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9

10

lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; dan

Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran

Aplikasi Siskeudes;

Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran
2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi
Siskeudes  (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes); dan (¥)

— Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi
desa yang melakukan perubahan APBDes);(*)

Surafmﬁgfﬁs}éfégh dari Kepala Desa atau sebutan
lain tentang pengisian data-data pada aplikasi OM-
SPAN secara formal dan materiil telah sesuai
berdasarkan bukti-bukti asli realisasi penggunaan
dana sebagaimana tercantum dalam laporan,
bermateral cukup sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak
terhadap penggunaan dan penyusunan Dana,
untuk Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) dari Kepala Desa
atau sebutan lain, bermaterai cukup sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Kuitansi  bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, memuat nilai besaran
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya

yvang diterima pada tahap I (satu);

11

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang tidak
ditentukan  penggunaannya tahap I (satu),
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

14

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening

Kas Desa tahun anggaran 2024,

Salinan halaman pertarﬁéﬂ buku RKDes dari Bank |

yang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi

tentang nama pemilik serta nomor RKDes;

Salinan »'Keputusah Kepala " Desa tentang
Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang
masih berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahany;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
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16

tahun anggaran 2024;

Salinan Keputusan KepalémDesa tentang Penetapan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran
2024;

17

18
19

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan

Salinan NPWP Pemerintah desa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran
Aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024, terdiri
atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa,;

'b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

Dokumen  Pelaksanaan Perubahan  Anggaran

(DPPA)  keluaran  Aplikasi  Siskeudes tahun

anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan

perubahan APBDes), terdiri atas:(*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan
Desa;

b. Rencana'f{”érja Kegié.t“én Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

21

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan

desa, yang terdiri dari:

a. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang
telah didanai oleh Dana Desa nonBLT Desa
tahap III (tiga) tahun anggaran 2023 (bagi desa
yang menganggarkan kegiatan fisik

infrastruktur); dan

b. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan
fisik infrastruktur pembangunan desa yang
akan didanai oleh Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya tahap I (satu) tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan

kegiatan fisik infrastruktur); serta

¢. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
yang telah didanai oleh Dana Desa nonBLT Desa
tahap III  (tiga) tahun anggaran 2023,
merupakan hasil pengambilan gambar di satu
titik lokasi yang sama, bermaterai cukup sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (bagi desa yang
telah menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur
dari DD tahap III (tiga) tahun anggaran 2023).
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bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak

cditentukan penggunaannya  Tahap I (satu) Tahun  ...............
Desan i Kecamatan.................... dengan Nama  Kaur
Keuangan................. pada Nomor rekening .....................

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT ...... (NAMA KECAMATAN)

NAMA LENGKAP CAMAT
PANGKAT/GOLONGAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan

2. Kepala BPKAD Kab. Bangkalan

3. Inspektur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran)

CATATAN :

 Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 7, 20, 21 di Hal 58 & §9,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur dari DD.

% Apabila poin nomor 7, 20, 21 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor 7, 20, 21
dicentang pada kolom “TIDAK ADA” .

*+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 57 s/d 60 masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Kecamatan Setempat
2. DPMD Kab. Bangkalan
3. BPKAD Kab. Bangkalan
4. Inspektorat Kab. Bangkalan

** Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 57 s/d 60 masing-

masing dibuat 1 (satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-
masing Kecamatan.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN | FORMAT 3b

KECAMATAN ..cociviririnnnnrnnrecenccenanncns
9 £: 1 E: § « R PN Telpon ..ccevvvieiiiiniinnnncans
(Kecamatan), tgl....... bin.....thn.....
Nomor 140/...... /433.(kode kec)/...... Kepada
Sifat Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan
Lampiran 1 (satu) berkas di
Perihal Permohonan Penyaluran Dana BANGKALAN

Desa (DD) Yang Tidak
Ditentukan Penggunaannya
Tahap 11 (Dua) Tahun

Anggaran .......
Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa ...... Kecamatan .......... ,
Tanggal .... (tgl,bln,thn), Nomor: 140/.... /XXX.XXX.XXX/..... Tentang

Penyaluran Dana Desa (DD) Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Tahap

11 (dua), sebesar (.....%) sejumiah Rp. ................. (huruf/terbilang)
Tahun............ , dengan persyaratan sebagaimana tersebut dibawah ini:
DESA 7

KECAMATAN

"JUMLAH DD 100%
NO | - KELENGKAPAN BERKAS | ADA | TDK ADA

1 Sura{”Périéantar Permohonan Penyaluran dari
Kepala Desa atau sebutan lain;

2 | Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

3 | laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap [ menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam i
puluh persen) dan rata-rata capaian Kkeluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat
puluh persen);

4 | Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester
Pertama tahun anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes;

5 Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan
(triwulan) sampai dengan triwulan ke Il (dua) tahun
anggaran 2024;

6 Peraturan Desa tentaﬁg Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran
2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi
Siskeudes  (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes);(*) dan
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— Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun anggaran 2024, beserta lampirannya
keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang
melakukan perubahan APBDes);(*)

Surat 'Perﬂyataan ’I‘anggﬁng Jawab mutlak
terhadap penggunaan dan penyusunan Dana,
untuk Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap II (dua) dari Kepala Desa
atau sebutan lain, bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Kuitansi  bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, memuat nilai besaran
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
yang diterima pada tahap II (dua);

9

10

11

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang tidak
ditentukan  penggunaannya tahap 1I  (dua),
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Salinan Keputusari ‘Kepala Desa tentang Rekeniné

Kas Desa tahun anggaran 2024,

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank
yang ditunjuk, paling sedikit berisi informasi
tentang nama pemilik serta nomor RKDes;

12

13

Salinan Keputusan  Kepala Desa  tentang
Pengangkatan dan Susunan Perangkat Desa yang
masih  berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahan);

Salinan Képutusan Kepala Desa tentang Peneta;;dﬁw

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika
dilakukan perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun anggaran
2024 dan  perubahannya (jika dilakukan
perubahan);

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan

Salinan NPWP Pemerintah desa;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA)  keluaran  Aplikasi Siskeudes tahun

anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan

perubahan APBDes), terdiri atas:(*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan
Desa;

B‘.""Rér_lcaﬁ;f{-éfje_a _'kegiatar'l Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

18

Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak
penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya sampai dengan tahap 1 (satu)
tahun anggaran 2024, bermaterai cukup sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku, beserta salinan
bukti penyetorannya (jika ada pembelian/belanja
vang dikenakan pajak);

19

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan
Desa, yang terdiri dari: (*)

a.

Foto perkembangan dengan titik koordinat
dan sudut pengambilan gambar yang sama
untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan Desa yang telah didanai oleh
Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); dan/atau

. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan

sudut pengambilan gambar yang sama
untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan Desa yang telah didanai oleh
Dana Desa  yang tidak  ditentukan

penggunaannya tahap [ (satu) tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur);

. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut

pengambilan gambar yang sama untuk
kegiatan fisik infrastruktur pembangunan
desa yang akan didanai oleh Dana Desa
vang tidak ditentukan penggunaannya
tahap II (dua) tahun anggaran 2024 (bagi
desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); dan/atau

. Foto k.éberlanjutan dengan titik koordinat

dan sudut pengambilan gambar yang sama
untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa hasil dari
pelaksanaan/penggunaan Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya tahap 1
(satu) tahun anggaran 2024, yang akan
dilanjutkan menggunakan Dana Desa tahap
II (dua) tahun anggaran 2024 (bagi desa
yang menganggarkan kegiatan fisik

mfrastruktur);

Surat pernyataan bahwa foto finalisasi
untuk kegiatan fisik imfrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai oleh
Dana Desa yang  tidak ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu) tahun
anggaran 2024, merupakan hasil
pengambilan gambar di satu titik lokasi
yang sama, bermaterai cukup sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (bagi desa

yang telah menyelesaikan kegiatan fisik
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infrastruktur dari Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahap 1 (satu)
tahun anggaran 2024).

bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak

ditentukan  penggunaannya Tahap II  (duaj) Tahun ...
Desa....oooiiiiiiniin Kecamatan.................... dengan Nama  Kaur
Keuangan................. pada Nomor rekening .....................

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT ...... (NAMA KECAMATAN)

NAMA LENGKAP CAMAT
PANGKAT/GOLONGAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.
3.

Kepala DPMD Kab. Bangkalan
Kepala BPKAD Kab. Bangkalan
Inspektur Kab. Bangkalan (tanpa lampiran)

CATATAN :

o,
°r

Tanda bintang (*} artinya redaksi pada poin Nomor 6, 17, 19 di Hal 61, 62 & 63,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
fisik infrastruktur dari DD.

Apabila poin nomor 6, 17, 19 tidak dilakukan, maka redaksi pada poin nomor 6, 17, 19
dicentang pada kolom “TIDAK ADA” .

Apabila pada poin nomor 18 tidak ada pembelian/belanja yang dikenakan pajak, maka
redaksi pada poin nomor 18 dicentang pada kolom “TIDAK ADA”.

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 61 s/d 64 masing-masing dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Kecamatan Setempat

2. DPMD Kab. Bangkalan

3. BPKAD Kab. Bangkalan

4. Inspektorat Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 61 s/d 64 masing-
masing dibuat 1 (satu} rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-
masing Kecamatan.



-65-

FORMAT DOKUMEN SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA UNTUK

DANA DESA YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DARI PEMERINTAH

DESA DENGAN STATUS IDM MANDIRI, MAJU, BERKEMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 4a
KECAMATAN.....cccoeveininnnnn.
DESA. .
Jalan.......ooooo Telp...........

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

(nama desa), tgl...bln....thn....

140/.... /xxx.(kd.kec).(kd desa)/... Kepada

Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan

1 (satu) berkas Melalui Bapak Camat ..........
Penyaluran Dana Desa (DD) di

Yang Tidak Ditentukan BANGKALAN
Penggunaannya Tahap | (Satu)

Tahun ..........

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan
penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I
{satu) Tahun ...... Desa ............... Kecamatan .......... sebesar Rp. .........
(huruf/terbilang) Rekening Desa pada Bank Jatim Nomor

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas
kelengkapan permohonan sebagai berikut:

1. Salinan dokumen RPJMDes dan/atau perubahannya (jika dilakukan
perubahan), bagi dokumen RPJMDes yang masih berlaku sesuai
ketentuan perundangan undangan;

2. Salinan dokumen RKPDes Tahun 2024 dan/atau perubahannya (jika
dilakukan perubahan);

3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama
tahun anggaran 2023, beserta lampirannya Kkeluaran Aplikasi
Siskeudes;

4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran

2023, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes:

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta

U1

Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran
Aplikasi Siskeudes;
6. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa serta Peraturan Kepala Desa Desa Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes); (*)
Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau sebutan lain tentang pengisian
data-data pada aplikasi OM-SPAN secara formal dan materiil telah
sesuai  berdasarkan bukti-bukti asli realisasi penggunaan dana

~J



9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.
17.
18.

19.
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sebagaimana tercantum dalam laporan, bermaterai cukup sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan
penyusunan Dana, untuk Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap I (satu) dari Kepala Desa atau sebutan lain.
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
memuat nilai besaran Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya yang diterima pada tahap [ (satu);

Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap [ (satu), bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun
anggaran 2024;

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, paling
sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor RKDes;
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Susunan
Perangkat Desa yang masih berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2024;

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024;

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Salinan NPWP Pemerintah Desa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) keluaran Aplikasi Siskeudes
tahun anggaran 2024, yang terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa,;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran Aplikasi
Siskeudes tahun anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan perubahan
APBDes), terdiri atas: (*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

¢. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

. Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa, yang terdiri dari:

a. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai oleh Dana Desa
nonBLT Desa tahap III (tiga) tahun anggaran 2023 (bagi desa
vang menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); dan

b. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan gambar
yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur pembangunan desa
yang akan didanai oleh Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap I (satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang
menganggarkan kegiatan fisik infrastruktur); serta

c. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh Dana
Desa nonBLT Desa tahap III (tiga) tahun anggaran 2023,
merupakan hasil pengambilan gambar di satu titik lokasi yang
sama, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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(bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik infrastruktur
dari DD tahap III (tiga) tahun anggaran 2023).

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA............
TTD & STEMPEL PEMDES

NAMA LENGKAP KEPALA DESA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan

CATATAN :

% Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 6, 19, 20 di Hal 65 & Hal 66,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
Sfisik infrastruktur dari DD.

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 65 s/d Hal 67 masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 65 s/d Hal 67
masing-masing dibuat 1 (satu] rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di
masing-masing Pemerintah Desa.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN FORMAT 4b

KECAMATAN. ...
DESA. ...
Jdalan.....ocoovoiiiii Telp..c........
(nama desa), tgl...bln....thn....

Nomor 140/.../xxx.(kd.kec).(kd desa)/.... Kepada
Sifat Penting Yth. Bapak Bupati Bangkalan
Lampiran 1 (satu) berkas Melalui Bapak Camat............
Perihal Penyaluran Dana Desa (DD) di

Yang Tidak Ditentukan BANGKALAN

Penggunaannya Tahap II (Dua)

Tahun ..........

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan permohonan
penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap II
(dua) Tahun ...... Desa ............... Kecamatan .......... sebesar Rp. .........
(huruf/terbilang) Rekening Desa pada Bank Jatim  Nomor

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini disampaikan berkas
kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60%
(enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);

3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama
tahun anggaran 2024, beserta lampirannya keluaran Aplikasi
Siskeudes;

4. Laporan penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan (triwulan) sampai
dengan triwulan ke II (dua) tahun anggaran 2024;

ul

Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024, beserta
lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes (bagi desa yang melakukan
perubahan APBDes); (*)

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak terhadap penggunaan dan
penyusunan Dana, untuk Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap Il (dua) dari Kepala Desa atau sebutan lain,
bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
memuat nilai besaran Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya yang diterima pada tahap II (dua);

8. Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap II (dua), bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan vang berlaku;

9. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa tahun

anggaran 2024;



10.

11.

13.

14.
15.
16.

18.

-69-

Salinan halaman pertama buku RKDes dari Bank yang ditunjuk, paling
sedikit berisi informasi tentang nama pemilik serta nomor RKDes;
Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Susunan
Perangkat Desa yang masih berlaku dan perubahannya (jika ada
perubahan);

. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun anggaran 2024 dan
perubahannya (jika dilakukan perubahan);

Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) tahun anggaran 2024 dan perubahannya (jika dilakukan
perubahan);

Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;

Salinan NPWP Pemerintah desa;

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) keluaran Aplikast
Siskeudes tahun anggaran 2024 (bagi desa yang melakukan perubahan
APBDes), terdiri atas:(*)

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Desa;

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

. Surat Pernyataan pelunasan penyetoran pajak penggunaan Dana Desa

vang tidak ditentukan penggunaannya sampai dengan tahap [ (satu)

tahun anggaran 2024, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, beserta  salinan bukti penyetorannya  (jika ada
pembelian/belanja yang dikenakan pajak);

Foto kegiatan fisik infrastruktur pembangunan Desa, yang terdiri dari:

a. Foto perkembangan dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk Kkegiatan fisik
infrastruktur pembangunan Desa yang telah didanai oleh
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I
(satu) tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur); dan/atau

b. Foto finalisasi dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan Desa yang telah didanai oleh Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya tahap I (satu) tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur);

c. Foto awal dengan titik koordinat dan sudut pengambilan
gambar yang sama untuk Kkegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang akan didanai oleh Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya tahap II (dua) tahun
anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan kegiatan fisik
infrastruktur); dan/atau

d. Foto keberlanjutan dengan titik koordinat dan sudut
pengambilan gambar yang sama untuk kegiatan fisik
imfrastruktur pembangunan desa hasil dari
pelaksanaan/penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap | (satu) tahun anggaran 2024, yang
akan dilanjutkan menggunakan Dana Desa tahap Il (dua)
tahun anggaran 2024 (bagi desa yang menganggarkan
kegiatan fisik infrastruktur);
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e. Surat pernyataan bahwa foto finalisasi untuk kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan desa yang telah didanai oleh Dana
Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I (satu) tahun
anggaran 2024, merupakan hasil pengambilan gambar di satu titik
lokasi yang sama, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (bagi desa yang telah menyelesaikan kegiatan fisik
infrastruktur dari Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahap I (satu) tahun anggaran 2024).

Demikian untuk menjadi periksa.
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA............
TTD & STEMPEL PEMDES

NAMA LENGKAP KEPALA DESA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala DPMD Kab. Bangkalan

CATATAN :

% Tanda bintang (*) artinya redaksi pada poin Nomor 5, 15, 17 di Hal 68 & Hal 69,
dicantumkan bagi desa yang melakukan perubahan APBDes & menganggarkan kegiatan
Sisik infrastruktur dari DD.

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 68 s/d Hal 70 masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 68 s/d Hal 70
masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di
masing-masing Pemerintah Desa.



I

FORMAT KUITANSI PENYALURAN DANA DESA UNTUK DANA DESA YANG
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

FORMAT 5a
KUITANSI
Sudah terima dari : Bupati Bangkalan
Jumlah uang . (Sekian Ratus juta sekian ratus ribu sekian rupiah sekian sen)
Untuk Pembayaran : Dana Desa Yang Ditentukan Penggunaannya Tahap (I/1I) (¥)
L R RN KeCamatan ... .o Tahuil .usovdicsmssn
Nama Desa, ot 08 20,8
TG s Ao B v e g im0 4 Penerima,
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ...........
MATERAI TTD
(NAMA LENGEKAP KEPALA DESA)

CATATAN :

% Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan
selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka

Sformat kuitansi pada Hal 71 dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

4. BPKAD Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi

penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 71 dibuat 1 (satu)

rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.

% Untuk redaksi pada kuitansi sesuai dengan Format nomor 5a, merupakan redaksi
minimal yang harus dicantumkan. Apabila ada perubahan/penyesuaian nominal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka redaksi
format kuitansi pada Hal 71 dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

.
0.0
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FORMAT KUITANSI PENYALURAN DANA DESA UNTUK DANA DESA YANG
TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

FORMAT 5b
KUITANSI
Sudah terima dari : Bupati Bangkalan
Jumlah uang . (Sekian Ratus juta sekian ratus ribu sekian rupiah sekian sen)
Untuk Pembayaran : Dana Desa Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Tahap (I/1II)
L0 DR oo siniosivenee Kecamatan ................. Talndn s kv st aiass
N DEEA, . fidsions seses el T 20....
IR s s o sl g e i v Penerima,
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ...........
MATERAI TTD
(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)

CATATAN :

% Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan
selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
format kuitansi pada Hal 72 dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

4. BPKAD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 72 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.

% Untuk redaksi pada kuitansi sesuai dengan Format nomor 5b, merupakan redaksi
minimal yang harus dicantumkan. Apabila ada perubahan/penyesuaian nominal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka redaksi
format kuitansi pada Hal 72 dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYALURAN
DANA DESA UNTUK DANA DESA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

FORMAT 6a

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa ....................
SCRCTIRUNEINEE <.\ vonnnsinanmmiain menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
secara formal dan material terhadap Penggunaan serta Penyusunan Surat
Pertanggungjawaban untuk Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
Tahap (I/II) (*) Tahun ....... yang kami gunakan/salurkan, selanjutnya atas
kebenaran laporan tersebut, bukti-bukti asli realisasi penggunaan dana
yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang
berlaku wuntuk kepentingan administrasi dan pemeriksaan aparat
pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(NGEE DESEY, it stians diss s ndivammavts 20....

KEPALA DESA/ Pj. KEPALA DESA ..ccccoeee. REY DS

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/PJ. KEPALA DESA)

CATATAN :

% Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan
selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Jormat pada Hal 73 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 73 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYALURAN
DANA DESA UNTUK DANA DESA YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

FORMAT 6b

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa .........c.c........
. T R S menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
secara formal dan material terhadap Penggunaan serta Penyusunan Surat
Pertanggungjawaban untuk Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya Tahap (I/II) (*) Tahun ....... yang kami gunakan/salurkan,
selanjutnya atas kebenaran laporan tersebut, bukti-bukti asli realisasi
penggunaan dana yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kepentingan administrasi dan
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(Nama DeSay. ... o.copiamabidosssvas 20
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA .....ccccceceveinnes

STEMPEL )MATERAI TTD

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/PJ. KEPALA DESA)

CATATAN :

% Tanda bintang (* artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan
selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Jormat pada Hal 74 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 74 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENYALURAN DANA DESA UNTUK DANA DESA
YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

FORMAT 7a

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nomor Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk dan

Atas nama :  Pemerintah Desa ............

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang

ditentukan penggunaannya Tahap (I/II) (*) Tahun ......... , dengan ini menyatakan

bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan menggunakan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap (I/II) (*)
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas
ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(Diisi Nama Desa), Tanggal, Bulan, Tahun
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ....ccccceceteeencnnenes

STEMPEL ) MATERAI TTD

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA)

CATATAN :

% Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan
selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan secara manual, maka
Hal 75 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 75 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENYALURAN DANA DESA UNTUK DANA DESA
YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

FORMAT 7b

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nomor Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk dan

Atas nama :  Pemerintah Desa ............

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang tidak

ditentukan penggunaannya Tahap (I/II) (*) Tahun ......... , dengan ini menyatakan

bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap
(I/1I) (*) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas
ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(Diisi Nama Desa), Tanggal, Bulan, Tahun
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ....c.ccccottietennnnnes

STEMPEL ) MATERAI TTD

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA)

CATATAN :

“ Tanda bintang (*) artinya memilih pilihan kebutuhan tahap penyalurannya dan
selanjutnya pilihan tersebut diketik sesuai dengan kebutuhannya

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan secara manual, maka
Hal 76 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi

penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 76 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.



<F7-

8. Format Surat Pernyataan Keabsahan Pengisian Data Di Aplikasi OM-
SPAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

N.I.LK A T T TSR o " LR, W WY . 1T
A ETIEY2 i | g e U ST S L S JUR S S SRR PN ) o
Alamat 0 Rt f et R R R S e I S T e s S O B e

Menyatakan bahwa, dalam pengisian segala bentuk data-data dan/atau
laporan-laporan pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
Anggaran Negara (OM-SPAN), secara formal dan materiil telah sesuai
berdasarkan dengan bukti-bukti asli realisasi penggunaan dana sebagaimana
tercantum dalam data dan/atau laporan tersebut.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ...... (Nama Desa),

STEMPEL TR
TTD

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

CATATAN :

% Format pada Hal 77 hanya disampaikan pada saat pengajuan penyaluran DD tahap 1

s Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan secara manual, maka
Hal 77 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 77 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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Format Peraturan Desa Tentang APB Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

a.

TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun
Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....
vang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....;

10. ... dan seterusnyas;;
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ......
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.iiiiii
2. Belanja Desa Rpeioiiiiiieeieeinnnn
Surplus/Defisit Rp.iiii,

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.............ooo
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp..........................
Selisih Pembiayaan (a - b)) Rp.cviin

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, vang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa.
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(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

>. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

c. berskala lokal Desa.

e}

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa

pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan
kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

o

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
....(Nama Desa).

Ditetapkan di ....................
pada tanggal ...................

KEPALA DESA ...... (Nama Desa)
tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA LENGKAP KEPALA DESA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR...
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10. Format Lampiran APB Desa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA....

NOMOR.......... TAHUN................
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ...........
TAHUN ANGGARAN ..........

Contoh:
ANGGARAN | SUMBER
KODE REKENING URAIAN Rp. DANA
1 2 3 4 S5
alb| c fal b
4 PENDAPATAN
41 1 {PADesa
4| 2 |Transfer
4| 3 |Pendapatan lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
111 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
1{1]01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Kepala Desa

Belanja Pegawai

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

3/]01|5]| 2

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

NININ -
—

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata
n Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

Belanja Modal

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

n
ok

Penanggulangan Bencana

ul
i
o1
N

Belanja Tak Terduga

Keadaan Darurat

gy
o

S| 4

Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA
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SURPLUS /(DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN

1 |Penerimaan Pembiayaan

2 |Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

(Ditetapkan Di)...... s 20....
KEPALA DESA ......... cevencnens

TTD & STEMPEL PEMDES

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 . diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;

b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
a.pendapatan; dan
b.kelompok pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a.Belanja; dan
b.jenis belanja (disesuaikan

dengan jenis kegiatan)

- Bagian Pembiavaan diisi:
a.Pembiayaan;
b.Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri Nomor 20 Tahun 2018/ Perbup
tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 @ diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam
kegiatan (kolom 1.¢) terkait

CATATAN :

* Untuk format lampiran Perdes tentang APBDes pada Hal 81 s/d 82 menggunakan Hasil
Keluaran (Print out} dari Aplikasi SISKEUDES

** Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan secara manual, maka
Hal 78 s/d 82 dibuat 4 (empat) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

* Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 78 s/d 82 masing-
masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-
masing Pemerintah Desa.
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11. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang . bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor ....... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa) Tahun Anggaran
Mengingat S R ;
2. ;
3. ;
4. ;
S, ;
6. e ;
T . ;
8. ;
9. ;
100 e, dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN
ANGGARAN .....
Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran

...... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp.iiiii
b. Transfer |24 JPTT P
c. Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp.........................

Jumlah Pendapatan Rp.iiiiii

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Rp i
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b. Bidang Pembangunan Rp.iiii,
c. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Rpeiiiii
d. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Rpeori

c. Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat, dan

Mendesak Desa Rpeeiiiii,
Jumlah belanja | 24 T
Surplus/(Defisit) Rp.ooiiii
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. i
b. Pengeluaran Pembiayaan Rpueiiiiiiiiiieiiieene
Sclisth Pembiayaan (a — b)) Rpoiiiiii
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa
vang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa
....... (Nama Desaj.

Ditetapkan di ....................
pada tanggal ....................

KEPALA DESA ......... (Nama Desa)

tanda tangan & Stempel Pemdes

Diundangkan di ...

pada tanggal ... NAMA LENGKAP KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA .... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

BERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR...
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12. Format Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA......
NOMOR.......... TAHUN................

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............

TAHUN ANGGARAN.............
Contoh
KODE REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT ANGGARAN S%IXIE};:R
VOLUME SATUAN
T 2 3 4 5 6 7
alblcia|b|lc|d

4 PENDAPATAN
411 PADesa
41111 Hasil usaha
411 -|<Obyek Pendapatan>
42 Transfer
4121 Dana Desa
413 Pendapatan lain-lain
41311 Penerimaan dari

Hasil Kerjasama
Antar Desa

413|1|...|<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
11 Penyelenggaraan

Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan
dan

Operasional
Pemerintahan Desa

11|01 Penyediaan
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
Kepala Desa

1111011511 Belanja Pegawai

111101511 Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala

Desa

111101} 51 1] 1]...l<Rincian Obyek
Belanja>

113 Administrasi
Kependudukan,

Pencatatan Sipil,
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KODE REKENING

KELUARAN/OUTPUT

URAIAN

VOLUME SATUAN

ANGGARAN

SUMBER
DANA

Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan
administrasi umum
dan kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga,
dll)

01

2

Belanja Barang dan
Jasa

3

01

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian Obyek
Belanja>

Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Pendidikan

05

Pembangunan/Rehabi
litasi/Penin gkatan
Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman
Bacaan
Desa/Sanggar Belajar]

N

05

Ul

Belanja Modal

05

3

Belanja Modal
Gedung dan

05

W

-|<Rincian Obyek

Belanja>

Penanggulangan
Bencana, Keadaan
Darurat dan
Mendesak

[0}

Penanggulangan
Bencana

Ul

00

Penanggulangan
Bencana

00

o}

Belanja Tak Terduga

ek

00

00

Belanja Tak Terduga

uy gl

00

Ui

00|00

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

@)

PEMBIAYAAN

Penerimaan
Pembiayaan

SiLPA Tahun
Sebelumnya

- |S1LPA Tahun

Sebelumnya

Pengeluaran
Pembiayaan

Pembentukan Dana

Cadangan
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KELUARAN/OUTPUT SUMBER

KODE REKENING URATAN ANGGARAN DANA
VOLUME SATUAN

62| 2]|1|Pembentukan Dana
Cadangan

SELISIH PEMBIAYAAN

{Ditetapkan Di)...... y et 20....
KEPALA DESA ....... ceteeceeaans

TTD & STEMPEL PEMDES

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)

Keterangan Cara Pengisian
Kolom 1 . diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
a.Pendapatan; dan
b.kelompok pendapatan.
c.jenis pendapatan
d.obyek pendapatan
Bagian Belanja diisi:
a.Belanja; dan
b.jenis belanja (disesuaikan

dengan jenis kegiatan);
c.obyek belanja: dan
d.rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayvaan diisi:
a.Pembiayaan;
b.Kclompok pembiayaan.
c.jenis pembiayaan

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018/ Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume
(jumtah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan
(paket, unit) input pada rincian obyek belanja

Kolom 6 Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan

(kolom 1.¢) terkait

CATATAN :

* Untuk format lampiran Perkades tentang Penjabaran APBDes pada Hal 85 s/d 87
menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES

“* Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka Hal
83 s/d 87 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi penyaluran
DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 83 s/d 87 masing-masing dibuat 1
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah
Desa.
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13. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak
sesual dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran ....;

Mengingat S DT ;

10, .. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ....... TAHUN ANGGARAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... semula berjumlah Rp.......,- T B
bertambah/berkurang sejumlah Rp....... R CPTTURo ) sehingga
menjadi Rp.......... S (PR ) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
a. semula Rp.iii
b. bertambah/(berkurang) Rpueoiiiiiiiiiiiennee,
Jumlah pendapatan setelah
perubahan Rp. oo
2. Belanja Desa
a. semula Rpocii
b. bertambah/(berkurang) Rpiiiiiiiiiiiieiinn
Jumlah belanja setelah
perubahan Rp.iii
Surplus/(Defisit) setelah Rp...........o.
perubahan
3. Pembiayaan Desa
a. semula Rpeoi
b. bertambah/(berkurang) Rpoooioiiiiiiiennn,
Jumlah penerimaan  setelah Rp..........................
perubahan
Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rpooi
b. bertambah/(berkurang) Rp. o
Selisih Pembiayaan setelah
perubahan (a-b) Rpeoi
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.
Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.
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Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
....(Nama Desa).

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .....................

KEPALA DESA ......... (Nama Desa)
tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA LENGKAP KEPALA DESA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA .... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR...
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14. Format Lampiran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Contoh:

LAMPIRAN

PERATURAN DESA......
NOMOR.......... TAHUN................
TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

SEMULA

MENJADI

URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

BERTAMBAH /(BERKURANG)

SUMBER DANA

1

2

3

4

S

6

7

8

a

b

C

a

b

(Ditetapkan Di ......

KEPALA DESA

-----------------

TTD & STEMPEL PEMDES

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)
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Cara pengisian:

Kolom 1 : dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

CATATAN :

<+ Untuk format lampiran Perdes tentang Perubahan APBDes diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES
< Hal 88 s/d 91 dibuat jika pemerintah desa melakukan Perubahan APBDes.
% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka Hal 88 s/d 91 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal
88 s/d 91 masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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15. Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB
Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran

Mengingat S PN ;

10, e, dan seterusnya;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
....... (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.....semula berjumlah Rp....... N TR ), bertambah/berkurang
sejumlah Rp....,- (.......... ) sehingga menjadi Rp....,- (...... } dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rp. i,
b. Bertambah/(berkurang) RDueiiiieiiiiaiiiaieaene.
Jumlah  PADesa  setelah
perubahan Rpoiii,
1.2 Transfer
a. Semula Rp.iiiiiins
b. Bertambah /(berkurang) Rpiooiiiiiieiiiaieiieenn
Jumlah pendapatan transfer
setelah Perubahan Rp.oo
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula Rp.ioii
b. Bertambah/(berkurang) RPuiieiiiiiiiiieiiennee.

Jumlah lain-lain Pendapatan
yang sah setelah Perubahan Rp....................

2. Belanja Desa
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula Rp i,
b. Bertambah/(berkurang) Rpueiiiiiiiiiieieen,
Jumlah setelah perubahan Rpeiiiiiiii

2.2 Bidang Pembangunan
a. Semula Rp.i
b. Bertambah /(berkurang) Rpuiiiiiiiiieieenne.

Jumlah setelah perubahan Rpeoiiiiiis
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula Rpeoooi,
b. Bertambah/(berkurang) Rpuoeiiiieiiiiiinnen,
Jumlah setelah perubahan Rp. i
2.4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
a. Semula Rp.ccovi
b. Bertambah/(berkurang) Rpuiorieiiiiiiiiinnn,

Jumlah setelah perubahan RpP i,
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan
Mendesak Desa

a. Semula Rpeiiii

b. Bertambah/(berkurang) Rpuiotiiiiiieiiinane,
Jumlah setelah perubahan Rp i
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp......ccoocoveeeveennee...

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.............



-95-

3. Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp.iiiiii,
b. Bertambah/(berkurang) Rpueiiiieieiiene,
Jumlah setelah perubahan Rp. oo,
3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp i,
b. Bertambah/(berkurang) Rpuiiiiiiieiiiiiiaiieannns
Jumlah setelah perubahan Rpooeiiii
Sclisih Pembiayaan setelah
perubahan Rp. oo,
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pclaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa...
.... (Nama Desa).

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .....................

KEPALA DESA ........ (Nama Desa)
tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA LENGKAP KEPALA DESA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA .... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

BERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR...
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16. Format Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA ........

NOMOR .........

TENTANG

PERUBAHAN

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.
TAHUN ANGGARAN.

KEPALA DESA

oooooooooooo

SEMULA MENJADI
BERTAMBAH/ | SUMBER
KODE REKENING | gRaraN [0t AN /OUTPUT) ANGOARAN |yparan | KELUARAN/OUTPUT ANCRAAN | (BERKURANG) | DANA
VOLUME | SATUAN P VOLUME] _SATUAN P
1 2 3 3 5 6
alblcla|b|c|d
(Ditetapkan Di ...... e 20.....

TTD & STEMPEL PEMDES

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA)
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Cara pengisian:

Kolom 1 : dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 :; diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

CATATAN :

< Untuk format lampiran Perkades tentang Penajabaran Perubahan APBDes diatas menggunakan Hasil Keluaran {(Print out) dari Aplikasi SISKEUDES
< Hal 93 s/d 96 dibuat jika pemerintah desa melakukan perubahan APBDes.

%+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka Hal 93 s/d 96 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemeritah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal
93 s/d 96 masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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17.  Format DPA
17.a. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN*
TAHUN ANGGARAN ..o

DESA

KABUPATEN
~_ PROVINSI

ANGGARAN RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)
KODE REKENING URAIAN LJWM%S Sumber|Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |Jun| Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des LCMMWWE
1 2) 3 4 5 7
albl clalblcl d
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

1,1 Penyelenggaraan

Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan
dan Operasional
Pemerintahan Desa
11|01 Penyediaan
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
Kepala Desa
101,51 Belanja Pegawai
1 015 1 1 Penghasilan

.m Tetap &
Tunjangan
e Kepala Desa
1 1|01 5 1! 1| - <Rincian Obyek
. | 'Belanja> B B
1.3 Administrasi
i Kependudukan,
{Pencatatan Sipil,




KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

-99.

Jumlah
(Rp)

|Statistik dan
Kearsipan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (R

)

Jul

Agt

| Sep

Okt

Nop

Des

JUMLAH
(Rp)

o1/

Pelayanan
administrasi umum
dan kependudukan
{(Surat
{Pengantar/Pelayana
n KTP, Kartu
Keluarga, dli)

o1

‘Belanja Barang dan
Jasa

3

01 5

Belanja Jasa
Honorarium

<Rincian Obyek
Belanja>

Pelaksanaan
Pembangunan
Desa

. .ﬁoﬁ%&%mb;

05

Pembangunan/Reh
abilitasi/
Peningkatan Sarana
Prasarana
Perpustakaan/Tam
-an Bacaan
‘Desa/Sanggar

;M&mﬁ.‘mzﬁ&‘
Belanja Modal
‘Gedung dan

Bangunan

<Rincian Obyek
Belanja>

Penanggulangan
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4 o . ANGGARAN _ . Wﬂzn%.ﬁw.mmz>mwm»z>z@mbm>z (Rp)
, Jumlah .., _ ! ol 1 N
KODE REKENING URAIAN oo sumber Jan | Feb | Mar | Apr  Mei |Jun | Jul | Agt | Sep | Okt| Nop | Des ,Em/m\_ww/m
. o ~ |Bencana, Keadaan o I T o
| ‘Darurat dan
f Mendesak
5.1 ‘Penanggulangan
i [ ‘Bencana o
5 1|00 54 Penanggulangan T
1 - \Bencana ) ~ -
Tm\w 1100, 5 4 _ |Belanja Tak Terduga ) R e
5100 54 00 Belanja Tak Terduga )
5.1/00 5 4 00|00 Belanja Tak Terduga
| |dst
Diverifikasi oleh: e f ettt e,
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), KAUR/KASI ...ccccvvvvnnennen R
tanda tangan Disetujui oleh: tanda tangan
NAMA SEKRETARIS DESA KEPALA DESA ... (Nama Desa), NAMA KASI/KAUR

tanda tangan & stempel pemdes

NAMA KEPALA DESA
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Cara pengisian

Kolom 1, 2, 3,4 dan 5 : diisi sebaga:mana yang tercantum dalam Penjabaran AP 3 Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh
rnasing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kolom 6 - diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi

Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setian periode/bulan dalam
baris jenis, objek, dan rincian objek belanja
Kolom 7 - iisi rencana jumlah peanarikan anggaran untuk masing-mrasing kegiatan

CATATAN :
< Untuk format lampiran Rencana Kegiatar. dan Anggarcn diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES
<+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan seccra manual, maka Hal 98 s/d 100 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan
<+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal
98 s/d 100 masing-masing dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintch Desa.




17.b. Format Rencana Kerja Kegiatan

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Desa

-10:2-

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA*
TAHUN : ...

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Bidar.g/Sub Bidang/Kegiatan

N
© Bidang

Sub
Bidang

Kegiatan

l.okasiVolume

Satusn

Biaya
(Rp)

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Juamlah

laki-laki

Perempuan

Drarasi| Mulai Selesai

Pelaksa

na
Kegiatan
Anggara
r

i

Tim
yang
melaksa
nakan
kegiate.

1 2

4

6

10

11

Penyelenggaraan
1 Pemerintahan

i Desa

15 16 17

13

Juralah Per wmamwbm 1

9 Pembangunan
Desa

Jumlah Per Bidang 2

3 Pembinaan
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3

e s i

‘Pemberdayaan

4 |
‘Masyarakat

Jun w_mw‘wwH,‘._,H,‘WE,@W,w.,




Bidar g/Sub Bidang/Kegiatan
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. | o '« Biaya |

No Bidang Sub | Kegiatan H\oxmvz\oEBJ Satuen ' (Rp) |Jamlah
< Bidang w | i i
Bidang - T h.
Penanggulangan ” _ | u
5 |Bencana, m .
~ Keadaan Da-urat, W | , _
dan Mendesak | w A

Desa

KEPAILLA DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan & stempel pemdes

NAMA KEPALA DESA

Keterangan:

_ . _Dasaran

Waktu Pelaksanaan
) na

laki-laki Perempuan| A-RTM | Darasi| Mulai Selesai Anggara
r

;um_mwwm i

Tim
vang

" melaksa

Kegiatan .

nakan

kegiata

(nama desa),Tanggal,bulan,tahun.......
SEKRETARIS DESA ... |[Nama Desa),

tanda tangen

NAMA SEKRETARIS DESA

* merupax<an dokumen perencar aan yang disusun saat penyusunen RKP Desa

CATATAN :

< Untuk format lampiran Rencana Kerja Kegiatan Desa diatas rmenggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES
“ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka Fal 102 s/d 103 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecarhatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

*+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyalurain DD dilakukan melalui aplikasi penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal
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17.c. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA.....cccvvevviniiiininns KECAMATAN .2 55 v ov s cnvnson

Bidang ST el e o R 0 S P
Sub Bidang Bh o vl b Pl vl s 5 AN

Kegiatan O e s wagson s ok sTH LS SRR
Waktu Pelaksanaamn @ ......covvveiiriiniiieiennenennns

Rincian Pendanaan

HARGA SATUAN JUMLAH
NO. URAIAN VOLUME
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 -+ <
JUMLAH (Rp.)
................... Tanggal,bulan,tahun......
Disejutui
KEPALA DESA ... (Nama Desa), KASI/ KAUR ....ccccceveneees
tanda tangal & stempel pemdes tanda tangan
NAMA KEPALA DESA NAMA KASI/KAUR

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB
Desa

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai
APB Desa

3. Keglatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan

Kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumiah orang/barang.

Kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk
membayar orang/barang

Kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

CATATAN :

% Untuk format lampiran RAB diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi
SISKEUDES

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka
Hal 104 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 104 dibuat 1 (satu)
rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.




18.

Format DPPA

18.a. Rencana Kegia-an dan Anggaran Pe-ubahan

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Contoh:
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RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN

SEMULA

MENJADI

“ANGGARAN

ANGGARAN

Mﬁszms
(Rp)

Sumber

Jumlah

I @:i. - ...MCHS ber

1

Jan

RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)

Feb Mar

ZQMLCD

L Jul | Agt

I
PR L.

Sep _ Okt _

o1 , 2 3. 4 S & , 7
a/> c lablcd I R |
1 L Penyeclenggaraan m
... | . 1 |PemerintahanDesa | -
11 ” - Penyelenggaraan
m iBelanja Penghasilan
L | ‘Tetap, Tunjangan dan -
W Wmvﬁmhwmmo:m_ m
41 ...l . Pemerintahan Desa | !
11 01 . Penvediaan W

01 5 1.

01 5 1 1

RS S S

‘Pengaasilan Tetap

dan “unjangan
‘Kepala Desa

IBelanja Pegawai

Pengnasilan Tetap &
Tunjangan Kepala
L o Desa

JUMLAH |

i

i
i

R
Des (Rp)
o
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" SEMULA  MENJADI o ‘ - ) ;
o " ANGGARAN | ANGGARAN RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) JUMLAH
KODE REKENING URAIAN _y . Wa\ o L | N N ,
Jumlah Sumber f::d_mr - Sumber et | - i : - (Rp)
e Ry PR (R ::‘\i‘“@w‘m, Feb | Mar | Apr Mei Jun Jul Agt: Sep | Okt Nop | Des
111 101 5 1 ﬂ 1! .. <Rincian Obyek ; : B o ‘
! Belanja>
1 3 | o "Administrasi _ T
," o Kependudukan, : ;
Pencatatan Sipil, w _
Statistik dan "
W . Kearsipan i I i
1.3 01 adrnstiasi | o o
umumn dan | !
kependudukan (Surat
V, Pengantar/Pelayanan m i | i
KTP, Kartu Keluarga, m m | : m m |
: di) . | |
13101 :5 2 Belanja Barang dan 1
L - , ; Jasa I R [ I o | | ;
113 01152 21 |Belanja Jasa i _ ] |
L L _|Honcrarium SR U M I
L '<Rincian Obyek i o
“““ i Belanja> ; N B m
2 ‘ ,ﬂ ‘Pelaksanaan | _ : ] T |
... . | | pPembangunanDesa | | | R L
201 . Pendidikan ., -
21,05 , , , ‘Pembangunan/Rehabi m ,” m
” ” 'litasi/ Peningkatan : _ m i
Sarana Prasarana , " _ : w
, Perpustakaan/
| , ﬁ_ﬁgmﬁ Bacaan | , " : | : i “ . i _

2.1 .05 5 3 Belanja Modal = L L S _
2. 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung T
i i .., |dan Bangunan "
1 105 5 3'4 . <Rincian Obyek , m . ” : m U L
o . Belanja> ‘ . . _ : :
5 o - Penanggulangan

(R USSRt S SRS S e U S S
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Rl | SEMULA [ MENJADI C RENCANA PENARICAN ANGOARAN (1ol ) |
ANGGARAN ANGCGARAN ~ RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) JUMLAL
KODE REKENING URAIAN Jumlah | .. Jumlah | R T (Rp) |
(Rp) Sumber (Rp) , Sumber | jan | Feb Mar | Apr Mei Jun  Jul Agt Sep ! Okt Nop Des
| 11T 'Bencana, Keadaan N T N o
V Darurat dan ,
| Menclesak ‘ N L
511 Penanggulangan
B Bencana
5/1,00|54 Penanggulangan
Ll ] Bencana o -
| 511100,54 Belanja Tak Terduga
5111005400 Belanja Tak Terduga
5!1]00] 5 4 0000 Belanja Tak Terduga 1 I R R
1 | _ J—— — 4 e i NP i S S L - —d

Diverifikasi oleh:
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

KAUR/KASI ...cccovvvneennnnn,
Disetujui oleh:

tanda tangan tanda tangan

KEPALA DESA ... (Nama Desaz),

NAMA SEKRETARIS DESA. NAMA KASI/KAUR

tanda tangan & stempel pemdes

NAMA KEPALA DESA

CATATAN :

<+ Untuk format lampirar. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES

<+ Hal 105 s/d 107 dibuat jika pemerintah desa melakukan perubahan DPA,

<» Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka Hcl 105 s/d 107 dibuat 3 (tiga) rangkap, diperuntukkan bagi:
1. Arsip Femeritah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

<+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi penyalur-an DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal




18.h. Format Rencana Anggaran Kes Desa

TAHUN ANGGARAN
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RENCANA ANGGARAN KAS DESA

D Y < N R
L N O N 1Y N 2N O
AN 1 O NG I 27
| SO AV 1\ 1 RPN
Contoh:
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) ,«LCZ_L\.,&%
(Rp) Jan M Feb _ Zml Apr w Mei ; LCDE Jul _ Agt _ Sep ﬁ Okt | Nop = Des (Rp} |
1 , 3 4 5 6
alb|c al|b d o
4 PENDAPATAN )
ERE PADesa B
4 |1 Hasil usaha ]
411 ...|<Obyek Pendapatzn> w 1
42 Transfer o
4|2 Dans Desa T
413 Pendapatan lain-lain | |
4| 3 Penerimaan dari I-asil 7
Kerjasama Desa dengan
Pihalk Ketiga
413 ... 1<Obvek Pendapate n> ]
dst.. T
JUMLAH PENDAPATAN o
5 BELANJA ]
1 Penvelenggaraan |




KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

e

CJUMLATI

Jan

Feb

Mar

Mei Jun

Jul

Agt

PENERIMAAN,/ PENGELUARAN (Rp.)
Apr i

Sep

Pemerintahan Desa

OE_ Nop Des:  (Rp] |

Penyzlenggaraan
Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan
Operasional
Pemerintahan

Desa

—- O

Penvadiaan
Penghasilan Tetap
dan Tunjangan
Kepala Desa

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala Desa

= O~ O~ O

<Rincian Obyek Belanja>

3

Adnunistrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

Pelayanan admin:strasi
umum dan
kepeardudukan (Surat
Pengantar/Pelayvanan
KTP, Kartu

Keluarga, dil)

Belanja Barang dan
Jasa

O

S

Belanja Jasa
Honcrarium

<Rincian Obvek Belanja>

Pelal:sanaan
Pembangunan Desa

[OOSR
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KODE REKENING URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) a CJUMLAL]
(Rp) Jan | Feb | Mar| Apr| Mei | Jun| Jul Agt Sep Cwﬁ_ Nop - Des  (Rp)

[\

1 Pendidikan

1 105! Pembangunan/Renabilita ‘ ” W
si/Penin gkatan Sarana _ H
Prasarana
Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/Sarnggar :
Belajar !

10553 Belanja Modal ]
105 5(3]4 Belanja Modal Gedung
» dan Bangunan

105 5|3 |4]|... |<Rincian Obyek Belanja> ! T

Penanggulangan
Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

1 w Penanggulangan
Bencana

1 OO 514 Penanggulangan
Bencana

1100 5| 4 Belanja Tak Terduga ]

1|00 5|4 00 Belanja Tak Terduga 1 , ]

1 {00 5| 4 |00]|00|Belanja Tak Terduga ,‘ 1

dst ” “ -

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT) H , T

6 PEMBIAYAAN , | 7

Pene ‘imaan Pemb ayaan

1 SiLPA Tahun Sebel imnya

SiLPA Tahun Sebel 1mnya

N | e | |
frad
[

Pengeluaran Pembiayaan

Pemlentukan Dansz
Cadangan

N
ot

Pembentukan Dan¢
Cadangan

o)
[\
]
o
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KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp.) JUMLAT

(Rp) Jan | Feb | Mar | Apr| Meci | Jun| Jul | Agt | Sep! Okt | Nop Des  (Rp]

|
dst m

SELISIH PEMBIAYAAN

Jumlsh Total Penerimaan

Jumlah Total Pengelvaran

Selisih Penerimaan dan :

Diverifikasi oieh:

SEKRETARIS DESA ..... (Nama Desa), KAUR KEUANGAN ...ccoovviienncnn,

taada tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

i iui tand
Disetujui cleh: a tangan

NAMA KAUR KEUANGAN

Cara pengisian:
Kolom 1, 2, 3, <
Kolom 5

Kolom 6

KEPALA DESA ...... (Nama Desa),
tanda tangan & stempel pemdes

NAMA KEPALA DESA

diisi sesuai ddengan Penjabaran APB Desa

diisi dengan:
Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi
resraoi maupun estimasi waktu
Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA vang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana
Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan
operasional aparatur Desa
Pembiayaan diisi sesuai rencana pencerimaan dan pengeluaran pembiayaan

diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item



CATATAN :
< Untuk format lampiran Rencana Anggaran Kas diatas menggunakar: Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES

< Hal 108 s/d 111 dibuat oleh Pemerintah Desa, merupakan dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur perarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh

Kepala Desa
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19. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

Bidang

Sub Bidang
Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

KECAMATAN

.....................................

{ :
i; pagu  PENCAIRAN pgpyinraan | JOMLA | sisa
I No | URAIAN | ANGGARAN LALU SEKARKANG SAAT INI DANA
o (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) ~(Rp)
i 2 3 4 5 6 7
JUMLAH
Telah dilakukan verifikasi ., 20......

Sekretaris Desa ... (Nama Desal).

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

tanda tangan

Disetujui untuk dibayarkan
Kepala Desa ... (Nama Desal),

tanda tangan & Stempel

NAMA KEPALA DESA

ooooooooooooooooooooooooooooo

NAMA KAUR/ KASI

Cara pengisian:

tanda tangan

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan

NAMA KAUR KEUANGAN

e it e A~ ety
4 1iavlcadd ldacirich [S 1026 X X' ¥ Y

Ny oYy
}J(LEM

I.
2.
3.
4. Kolom 1 : dengan nomor urut
5. Kolom 2 :
kegiatan.
G. Kotom 3¢ diisi dengan
kegiatan
7. Kolom 4 :
sebelumnya
8. Kolom 5 :
9. Kolom 6 :
10. Kolom 7 :

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai API3 Desa.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.

diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana

diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar
diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini
diisi dengan sisa anggaran

diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar



03
D
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CATATAN :

Untuk format lampiran SPP diatas menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari
Aplikasi SISKEUDES
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Hal 113 dibuat oleh Kaur dan Kasi

v T e lm e Tonred ~t A< s Tnme v ’\'\ﬂ"ﬂ Qnlosentvodrs TN <o &“'I‘_ d:v'u: U‘-‘:kas:

-
ras CRAWKIATE LT iyeiaciarey uu.qul\,ule :\,91.1 AP IS T LR ? LD AP O Tl

sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dengan
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disetujui oleh Kepala Desa
menjadi dasar Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana di
Rekening Kas Desa (RKDes)
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20. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA ... KECAMATAN ...

Bidang e

Sub Bidang i

Kegiatan e

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.)
1 2 3 4

JUMLAII (Rp.)

1

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai
terlampir, untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat
dengan sebenarnya.

tanda tangan

NAMA KAUR/KASI

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.

4. Kolom 1 : dengan nomor urut

5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti
belanja.

6 Kolom 3 ¢ diisi dengan uraian keperluan belanja

7. Kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja

8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

CATATAN :

< Untuk format lampiran Surat pernyataan tanggung jawab belanja diatas
menggunakan Hasil Keluaran (Print out) dari Aplikasi SISKEUDES

“ Surat pernyataan tanggung jawab belanja pada Hal 115 dibuat oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang bersifat definitif dan menjadi

salah satu persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Kepala Desa.
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21. Format Data Isian Laporan Penyerapan Dana Desa 3 (tiga) bulanan (triwulan)
DATA ISIAN LAPORAN PENYERAPAN DANA DESA 3 (TIGA) BULANAN (TRIWULAN)
SAMPAI DENGAN TRIWULAN .............
1. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN .
2. NAMA PEMERINTAH DESA
3. ANGGARAN DANA PER DESA TAHUN 202.. CRp.
4. PENGGUNAAN DANA DESA PER BIDANG .
{ ) T ) PENGGUNAAN DANA DESA PERBIDANG ) - | PEMBIAYAAN
| PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN | ﬁmUZNWMMWMWJWW\V/ZDN»Z (PENGELUARAN
NO L TAHUN [ TRIWULAN | 50 MERINTAHAN | mzw%w%cz_»z | KEMASYARAKATAN | MASYARAKAT KEADAAN PEMBIAYAAN, -, JUMLAH
N SA , N - , i PENYERTAAN
DESA : DIESA DESA DARURAT DAN MODAL, DLL)
i | B MENDESAK DESA .
L 1 2 3 - 4 - 5 i L B 6 7 8 9 10
o1 202 I , - - - _—
2 ,.Mﬁwwl& 1 1 3 R - - S I
32020 0 Tm o N o I
a4 202, v o o - ‘ T - o o
B \,uCZrﬁ%!:;i: T T T B o T e T .

tiesececsresianeensssy (hari, tanggal, bulan) ........... tahun

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ...... (Nama Desa),

TTD

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA
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PETUNJUK PENGISIAN
DATA [SIAN LAPORAN PENYERAPAN DANA DESA 3 (TIGA) BULANAN (TRIWULAN

' NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nomor urut
(2) : Diisi Tahun Anggaran S
) ‘Aw.v . | Diisi @miOMaot MWWQM_V\SWDI - - -
- Triwulan | . Periode Bulan Januari - gmﬁé -
- Triwulan II : Periode Bulan >Huw HI Juni - -
o Triwulan Il : Periode Bulan Juli - Septemter B )
- Triwulan IV -.WM?OQ@ Bulan Oktober - Desember
A.w‘v Diisi realisasi penggunaan DD untuk Bidang Humz%mﬁmﬁmmmwams Femerintahan Desa ﬁmam masing- Emm:pm
triwulannya
(3) L Diisi realisasi p UmSmw::m&D DD untuk mwamwdm \w.owmdmswﬂww: Desa pada BmmEm BmmEW Aﬂs\dﬁmbs%w
a Amv‘u ' Diisi realisasi @ywwcm.wmmu DD untuk Bidang TQSUHHMMWW\WWE.wm%mz,mwmﬂms Desa @w&@ masing- Bmmﬂzm
trivulannya
B ;An\wv . Diisi realisas vmmmmcs aan DD untuk Bid: ang Pemberdayaan zwm%mqumﬁ Desa @wam masir g- Bmmam
ﬁﬁcﬁtmdﬁu\
- (8) Diisi realisasi Umbmmczmws DD untuk wamﬁdm ﬁmd@l‘mww_mbmns Bencana, Keadaan Darurat Dan E@BQWWWW
Desa pada masing- masing triwulan nya
9 Dlmn realisasi Umm‘mmcsmmb DD untuk Pengeluaran Perm biayaan Amﬂu@wrvm:v\mimﬁBZommﬂﬁmB bentukan
‘dara omm_msmmz Q:“ Umﬁ& masing- ENZBW triw Emd:%m
(10)

U:i QCS;ET 88.“ @m:mmzsmmj UU ;md ro_og 4-9 Ummm Emde Bmmﬂdm A:S‘Em::«m
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FORMAT SURAT PERNYATAAN PELUNASAN PENYETORAN PAJAK DANA
DESA UNTUK DANA DESA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

22. Format Surat Pernyataan Lunas Pembayaran Pajak
22.a.Format Surat Pernyataan Lunas Pembayaran Pajak untuk
Penyaluran Dana Desa Yang Ditentukan Penggunaannya Tahap I

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

KECAMATAN.........cceevvnnenee.
12 1oV RPN el B S s A
P o A R R e I TelPressens
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
N.ILK
Jabatan
Alamat

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD) ................ (diisi nama desa) telah melakukan
pelunasan kewajiban sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan
penyetoran pajak sebagaimana tercantum pada daftar pelunasan pajak
terlampir) dalam penggunaan Dana Desa (DD) nonBLT Desa Tahap III (tiga)
Tahun Anggaran ..... (diisi Tahun Anggaran sebelumnya).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran
Dana Desa (DD) yang ditentukan penggunaannya Tahap I (satu) Tahun
Anggaran ...... (diisi tahun anggaran berkenaan) dan agar dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ..... «e. (Nama Desa),

MATERAI
STEMPEL

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA
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22.b.Lampiran Surat Pernyataan Lunas Pembayaran Pajak untuk
Penyaluran Dana Desa Yang Ditentukan Penggunaannya Tahap I

DAFTAR PELUNASAN PAJAK KEGIATAN

RO & o J5aciy oot dhai i KECAMATAN ....ccoiiiiiiiiiiiiieieeeene
SUMBER DANA DESA (DD) NONBLT DESA TAHAP III (TIGA)
TAHUN ANGGARAN ........ (TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA)

JUMLAH PAJAK/
JENIS BELANJA

JENIS PEMOTONGAN
NO |TANGGAL | URAIAN DIK‘%I\K;’{AN PAJAK / YANG
KEGIATAN PEMOTONGAN| DISETORKAN
PAJAK
(Rp)
1 ) 3 Z 5 6

JUMLAH

(nama desa)...., tgl...bln....thn....

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ..............

TTD

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak.

Kolom 3 : diisi dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak

Kolom 4 : diisi dengan uraian jenis belanja yang dikenakan pajak

Kolom 5 : diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22,
PPh 23, Pajak Daerah, dll) )

Kolom 6 : diisi dengan jumlah nominal pajak/pemotongan yang
disetorkan.

CATATAN :

% Hal 118 & 119 dibuat jika ada pembelian/belanja dari kegiatan dengan sumber dana
DD yang dikenakan kewajiban membayar Pajak.

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual,
maka Hal 118 & 119 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

* Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 118 & 119
dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing
Pemerintah Desa.
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22.c. Format Surat Pernyataan Lunas Pembayaran Pajak untuk
Penyaluran Dana Desa Yang Ditentukan Penggunaannya Tahap II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama
N.ILK
Jabatan
Alamat

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD) ................ (diisi nama desa) telah melakukan
pelunasan kewajiban sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan
penyetoran pajak sebagaimana tercantum pada daftar pelunasan pajak
terlampir), dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang ditentukan
penggunaannya Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran ....(diisi tahun anggaran
berkenaan).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran
Dana Desa (DD) yang ditentukan penggunaannya Tahap II (dua) Tahun
Anggaran .... (diisi tahun anggaran berkenaan) dan agar dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (Nama Desa),

MATERAI

STEMPEL

AMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA
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22.d.Lampiran Surat Pernyataan Lunas Pembayaran Pajak
untuk Penyaluran Dana Desa Yang Ditentukan
Penggunaannya Tahap II

DAFTAR PELUNASAN PAJAK KEGIATAN
DESA ..o, KECAMATAN . ...cooes i coamamnss s ovssmondiiysns
SUMBER DANA DESA (DD) YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN ........ (TAHUN ANGGARAN BERJALAN)

AH PAJAK
JENIS BELANJA e /

JENIS PEMOTONGAN
NO |TANGGAL| URAIAN DIK‘%I\S{AN PAJAK/ YANG
KEGIATAN PEMOTONGAN| DISETORKAN
PAJAK
(Rp)
1 3 3 Z 5 6

JUMLAH

(nama desa)...., tgl...bln....thn....
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA .........

TTD

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak.

Kolom 3 : diisi dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak

Kolom 4 : diisi dengan uraian jenis belanja yang dikenakan pajak

Kolom 5 : diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22,
PPh 23, Pajak Daerah, dll)

Kolom 6 : diisi dengan jumlah nominal pajak/pemotongan yang
disetorkan.

CATATAN :

** Hal 120 & 121 dibuat jika ada pembelian/belanja dari kegiatan dengan sumber dana
DD yang dikenakan kewajiban membayar Pajak.

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual,
maka Hal 120 & 121 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 120 & 121
dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing
Pemerintah Desa.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN PELUNASAN PENYETORAN
PAJAK DANA DESA UNTUK DANA DESA YANG TIDAK
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

22.e. Format Surat Pernyataan Lunas Pembayaran Pajak untuk
Penyaluran Dana Desa Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Tahap II

KECAMATAN..........ccenennenn.
DESA......oooiiiiiere e
Jalan.......cocoviviiiiiiiiii i, Telp:..........
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama
N.ILK
Jabatan
Alamat

Menyatakan bahwa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD) ................ (diisi nama desa) telah melakukan
pelunasan kewajiban sebagai wajib pajak (telah melakukan pelunasan
penyetoran pajak sebagaimana tercantum pada daftar pelunasan pajak
terlampir), dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang tidak ditentukan
penggunaannya Tahap I (satu) Tahun Anggaran ....(diisi tahun anggaran
berkenaan).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran
Dana Desa (DD) yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap II (dua) Tahun

Anggaran .... (diisi tahun anggaran berkenaan) dan agar dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ...... (Nama Desa),

MATERAI
STEMPEL TTD

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA
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22.f Lampiran Surat Pernyataan Lunas Pembayaran Pajak
untuk Penyaluran Dana Desa Yang Tidak Ditentukan
Penggunaannya Tahap II

DAFTAR PELUNASAN PAJAK KEGIATAN
IR T o i 5 Fus s s KBCAMATAN: sty sinie - v oo sossesansnmiss
SUMBER DANA DESA (DD) YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
TAHAP Il (DUA) TAHUN ANGGARAN ........ (TAHUN ANGGARAN BERJALAN)

PAJAK
JENIS BELANJA JUMLAH PAJAK/

JENIS PEMOTONGAN
NO |TaNgagaL| YRAIAN DIKYE%NG . PAJAK/ YANG
KEGIATAN AKAN | bEMOTONGAN | DISETORKAN
PAJAK
(Rp)
1 3 3 71 5 6

JUMLAH

(nama desa)...., tgl...bln....thn....
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA .........

TTD

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak.

Kolom 3 : diisi dengan uraian kegiatan yang dikenakan pajak

Kolom 4 : diisi dengan uraian jenis belanja yang dikenakan pajak

Kolom 5 : diisi dengan jenis pajak/pemotongan (PPN, PPh 21, PPh 22,
PPh 23, Pajak Daerah, dll)

Kolom 6 : diisi dengan jumlah nominal pajak/pemotongan yang
disetorkan.

CATATAN :

“ Hal 122 & 123 dibuat jika ada pembelian/belanja dari kegiatan dengan sumber dana
DD yang dikenakan kewajiban membayar Pajak.

“ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual,
maka Hal 122 & 123 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

*» Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 122 & 123
dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing
Pemerintah Desa.
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23. Format Foto Awal/ Perkembangan/ Finalisasi Kegiatan Fisik
Infrastruktur Pembangunan Desa Yang Akan/ Telah Didanai Oleh Dana
Desa

FOTO AWAL/FOTO PERKEMBANGAN/FOTO FINALISASI (*)
KEGIATAN PEMBANGUNAN /REHARILITASI/PENINGKATAN

A Bl vt it e e A e [l e B e B N S B S e

SARANA/PRASARANA................. (*)

KECAMATAN ...............................

DARI SUMBER DANA DESA (DD) NONBLT DESA TAHAP III (TIGA) TAHUN
ANGGARAN .............. /YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/
YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA(*)

TAHAP I (SATU)/TAHAP II (DUA)

TAHUN ANGGARAN ..............

'FOTO AWAL KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR
~ SEBESAR 0% (NOL PERSEN)

DIIS‘I FOTO AWAL KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA, BERUPA

FOTO TITIK AWAL/ LOKAST AWAL KEGIATAN PEMBANGUNAN ;
FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP DENGAN TITIK

KOORDINAT DAN SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR YANG SAMA

' FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR
(SEBESAR 50%)

[ [

i DHSI FOTO PERKEMBANGAN KEGIATAN FISIK
' INFRASTRUKTURNYA, BERUPA FOTO
PERKEMBANGAN/PROGRES/KEBERLANJUTAN KEGIATAN
: PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAP ‘
' DENGAN TITIK KOORDINAT DAN SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR ;
YANG SAMA 3
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' FOTO FINALISASI KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTUR
~ (SEBESAR 100%)

DIISI FOTO FINALISASI KEGIATAN FISIK INFRASTRUKTURNYA,
BERUPA FOTO FINALISASI/FOTO KESELURUHAN KEGIATAN
| PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA, LENGKAF
DENGAN TITIK KOORDINAT DAN SUDUT PENGAMBILAN GAMBAR
YANG SAMA

CATATAN :

% Tanda bintang (*) ditulis sesuai kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa yang
akan dilaksanakan/telah dilaksanakan/telah difinalisasi (selesai sepenuhnya).

%+ Foto Kegiatan pembangunan fisik infrastruktur Desa pada Hal 124 & Hal 125, wajib
diberi keterangan nama kegiatannya (nama kegiatan disesuaikan dengan
penganggaran di APBDes)

<+ Foto pada Hal 124 & Hal 125 dibuat/dicantumkan sebanyak jumlah kegiatan fisik
infrastruktur pembangunan di Desa yang dianggarkan dari sumber dana DD pada
Tahun Anggaran berkenaan,

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual,
maka Hal 124 & Hal 125 dibuat 4 (empat) rangkap diperuntukkan bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

4. BPKAD Kab. Bangkalan

“ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 124 & 125
dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing
Pemerintah Desa.
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24. Format Surat Pernyataan Bahwa Pengambilan Gambar/Foto
Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Dilakukan Pada Satu Titik Yang
Sama (Jika Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Tersebut Telah
Selesai Dilaksanakan Menggunakan Sumber DD Tahap 3 (Tiga) TA.
2023)

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN..........ccevnnnnne

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

N.LK B el o o s ore s ke TR A T S T R
91210721 - 1 o KRS
Alamat S el Lo WL T

Menyatakan bahwa, foto finalisasi untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai cleh Dana Desa nonBLT Desa tahap III
(tiga) tahun anggaran 2023 sebagaimana ditampilkan, adalah merupakan hasil
foto/pengambilan gambar di satu titik lokasi yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran
Dana Desa vyang ditentukan penggunaannya/ yang tidak ditentukan
penggunaannya (*) tahap I (satu) tahun anggaran .... (diisi tahun anggaran
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa)........ 1@, Bin, Tahunj......55%..
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (Nama Desa),

STEMPEL MATERAI
TTD

NAMA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

CATATAN :

** Tanda bintang artinya dipilih salah satu sesuai dengan kebutuhan

% Hal 126 dibuat jika ada penganggaran untuk kegiatan fisik infrastruktur Desa
melalui DD Tahap III (Tiga) TA. 2023. Kemudian kegiatan fisik infrastruktur Desa
tersebut telah direalisasikan/selesai dikerjakan/selesai dilaksanakan.

“ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual,
maka Hal 126 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi
penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 126 dibuat 1
(satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing
Pemerintah Desa.
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25. Format Surat Pernyataan Bahwa Pengambilan Gambar/Foto
Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Dilakukan Pada Satu Titik Yang
Sama (Jika Kegiatan Fisik Infrastruktur Desa Tersebut Telah
Selesai dilaksanakan Menggunakan DD Yang Ditentukan
Penggunaannya,/ Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Tahap 1
(Satu) TA. 2024)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

DRBHERIL. | £ civisnmnsnanssssonivssssonssssssssssnssnnsdon
Alamat L e R s S 1

Menyatakan bahwa, foto finalisasi untuk kegiatan fisik infrastruktur
pembangunan desa yang telah didanai ocleh Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya/ yang tidak ditentukan penggunaannya (*) tahap [ (satu)
tahun anggaran ....... (diisi tahun anggaran berkenaan) sebagaimana
ditampilkan, adalah merupakan hasil foto/pengambilan gambar di satu titik
lokasi yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penyaluran
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya/ yang tidak ditentukan
penggunaannya (*) tahap II (dua) tahun anggaran .... (diisi tahun anggaran
berkenaan) dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa)........ > {1, Bln, TahuR)... ...
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ... (Nama Desa),

MATERAI
STEMPEL
> TTD

MA KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA

CATATAN :

% Tanda bintang artinya dipilih salah satu sesuai dengan kebutuhan

% Hal 127 dibuat jika ada penganggaran untuk kegiatan fisik infrastruktur Desa melalui DD

yang ditentukan penggunaannya/ yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I (satu) TA.
2024. Kemudian kegiatan fisik infrastruktur Desa tersebut telah direalisasikan/selesai

dikerjakan/selesai dilaksanakan.

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka Hal

127 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan bagi:
1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat

3. DPMD Kab. Bangkalan

% Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi penyaluran

DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka Hal 127 dibuat 1 (satu) rangkap, untuk

disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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26. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP..........cc..... TAHUN ANGGARAN...........

PEMERINTAH DESA...ccccciiittiicniicnnncnenann.
KECAMATAN. . ciiciiiitiittiitesreccerescsscesseestosacees

KABUPATEN.....ictttiittttetrerssescccsessssccsscccscns

Pagu Desa Rp. ..o e

x ‘ 4 f < ;li‘ﬁ @
- REKENING URAIAN | VOLUME | CARA | ANGGAR REALI | . | . EHWH AN amwbo DURAS | UPA | KP | BL
1 | 2 URAIAN KELUARA = KELUARA | PENGADA AN SASI KELUARA | KERJA I H M | T | KET
A — N N AN L o BRULVARA S RERJIA S SR S
‘a b/ c|a b|c, o - Rp. Rp. Rp N Orang Hari Rp. KK Rp
(8) =
(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7) (6) 9 10 11 12 13 | 14| 15
ﬁ _— (7) o 1
TN PENDAPATAN | - ) 1 - I
- -ilu...r\ﬂ.. 2 ~ Pendapatan Transfer - - I ] . o ) _
o 4121 Dana Desa ) o - o N ) -", o o |-L.w ; R
" "TAHAP PERTAMA - I R R i N .
- .- TAHAP KEDUA L o I o ]
a B JUMLAH T o - T ) T ’ T
L o . _PENDAPATAN . I I [ S | [ N .
s EELANA SR T NS A S S SN N A
o | BIDANG H_ | |
1 | | PENYELENGGARAAN | _ |
SRR N R . PEMERINTAHAN o . ) S - R S A N R
I SUB BIDANG . . I S e : : I
1 1 01 KEGIATAN o : ] T - )
R dst T E
LT 02 H m : ; :
,w N ,H _A,ﬂ o 4 rererereseeneentseianiiany e - R B S . I ¢s Ml Lwl B i:LMW} S O
SN S S T I — — — . S —— O & 4 SR
, BIDANG _ M . :
2 , PELAKSANAAN : :
3 : ” ~ PEMBANGUNANDESA . o - : -
2.1, .~ SUBBIDANG i [ N R B L
2.1 01 [ [ KEGIATAN. P i B R I



S L ——— N N AN —
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~ REKENING | ' URAIAN | VOLUME AN R | % | TENAG : ' kP . BL |
URAIAN | VOLUME | CARA | ANGGAR REALL . | .0 A DURAS UPA KP | BL

1 2 URAIAN KELUARA | KELUARA | PENGADA AN SASI I H M T

b c aib ¢ d - ) ‘ Rp Rp. Rp. | N Orang ‘Hari . Rp. KK  Rp

BIDANG PEMBINAAN o o
KEMASYARAKATAN
) | DESA - I i
1] T SUB BIDANG L o B ) ] ] B B ) R
1 01 KEGIATAN o ) , B B
dst o T T
L1020 b 0 ] e
BIDANCG: - T
PEMBERDAYAAN w
o _ | | MASYARAKAT DESA o o o ]
1. ' SUB BIDANG o o L o !
1 01 | KEGIATAN o o , . ) - o i !
dst T _ T T T
1|02 [ R R e w
; I L T T e TpRp : , M ;
PR 3 N S S SR SRS USRS B e S e R I Ihl RS ST SR N

. BIDANG ,
| PENANGGULANGAN | | _
| BENCANA, KEADAAN i m
' DARURAT DAN m ,
| MENDESAK DESA

e e —

SUB BIDANG : j . _
1 PENANGGULANGAN ; : “
, . BENCANA

L 00 " PENANGGULANGAN o A S T -
IR BENCANA . : I

i i i
o b e e

i Belanja Tak ﬂmw%&wm

4.1 BelamaTakTerduga . . o L S :
"3 1 01 Belanja Tak Terduga K T T
1. Sterilisasi fasilitas
; umurn dan fasilitas
)

S e e s e - e - S S S

sosial Desa

S S - — e e T Sy [ s

. 2.Penycdiaan Obat-

R — — e e o e s — . S O SN SR S




_ REKENING

2

[¢]

URAIAN

obatan *)

URAIAN

KELUARA
N

-+

VOLUME

KELUARA
N

CARA
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PEHGADA
AN

AN

ANGGAR

REALI
SASI

A e

Rp

Rp.

CAPAIAN
KELUARA
N

KK

KP | BL |

3. Pembuatan Ruang
Isolasi
Diri/Karantina
Mandiri *)

KET

4. Penyediaan Alat
Pelindung Diri

(Masker, APD untuk

Relawan, dst *)

5. Pembuatan
Antiseptik (Hand
Sanitizer/
Disin‘ektan) *)

6. DIl *)

N

SUB BIDANG

KEADAAN DARURAT

00

KEADAAN DARURAT

00

Belanja Tak Terduga

00

N

Belanja Tak Terduga

ariogyoag
|0V [N B [N

00

gt an

01

Belanja Tak Terduga

w
w

SUB BIDANG
KEADAAN
MENDESAK

00

KEADAAN MENDESAK

00

Belanja Tak Terduga

00

B

Belanja Tak Terduga

00

[e]erRie)l

01

Belanja Tak Terduga

1. Bantuan Langsung
Tuna (BLT) *)

BLT Bulan Pertama

BLT Bulan
Ke........ dst

| PEMBIAYAAN

Pengeluaran
Pembiayaan

Penyertaan Modal
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N

.. REKENING | | URAIAN | VOLUME = CARA | ANGGAR REALl . .7 = TP0AC ‘puras uea xp mL
| 1 2 ‘URAIAN . KELUARA | KELUARA | PENGADA AN SASI | ; ! ” m I H M T KET
e N ; N N _ AN S S SR KELUARA NHNL..P4 SRS A IS RO
‘a b ciablcfd A i Rp Rp. Rp. | N | Orang | Hari | Rp. A KK Rp |
BN Desa . __ . A 1 A SO SO
. enyer aan Mod: | “ :
| > , ﬂ |
I A G R R - | ] ‘ B L L , N A S IS S R
_ dst | : ”
PP IO TO ; |
,‘, ....................... - i _ o i L B i»\,r o
ST JUMLAH o f o [ o - ; o T T T
Ll PEMBIAYAAN W o L |
“, ! ” Tt i
N JUMLAH * ) a e - M\\ T T
| (PENDAPATAN - | , m _
| ; : BELANJA - ” ,
S S S N B | PEMBIAYAAN) | i - ] S TR RN S NN RN S
*}  Tidak mer gikat pada penomoran dan nama kegiatan
**)  Kepala DPFMD/DPMK dapat menandatangani laporan (nama desaj ....... , (Tgl, Bln, Tahunj............

untuk Desa vang lokasinva sulit terjangkau
KEPALA DESA/ KEPALA DPMD/DPMK**)

tanda tangan & Stempel Pemcdes

NAMA KEPALA DESA




Cara pengisian:

Nomor Uraian

1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBl)esa

2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belenja dan permbiayaan vang menggunakan Dana Desa

3 Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, contoh: Pembangunan Jalan

4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volurne keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, cor.toh: 500 meater

c Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, contoh: swakelola, kontraktual

C Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah

7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah

& Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupial

G Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan
penyelesaian fisik di lapangan dan foto

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuen kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi,

target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30 % ;

- Undangan Pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan, dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 %;
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; dan
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100 %

10 Kolom 10, 11, 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada
bidang Pelaksanasn Pembangunan Desa.

11 Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada
keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

12 Kolom 15 diisi dengan keterarnigan, contoh: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

CATATAN :

)
000

Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana ‘ercantum diatas, diutamakan hasil keluaran dari aplikasi OM-

SPAN

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka Hal 128 s/d 131 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan

bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat

2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan melalui aplikasi penyaluran DD yang disediakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka
Hal 128 s/d 131 dibuat 1 (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-rhiasing Pemerintah Desa.
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27. Format Isian Data Anggaran Penggunaan Dana Desa Untuk Program Kegiatan Ketahananan Pangan Dan Hewani
Tahun Anggaran 2024,

DATA ANGGARAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI
DI DESA ............... KECAMATAN ............... KABUPATEN BANGKALAN

TAHUN 2024
T T ] R - ‘ - " Penggunaan
Dana Desa
Pagu Dana Desa _ , - untuk
TA. 2024 Ketahanan Pangan Tingkat Desa Ketahanan
Pangan dan
Nam e B o ) o . Hewani
a Nama | |-+ | Nama APBDe | PADes M Penin A_ | ,v ,
Kab | Keca | s TA. TA. . Penin | gkata ; Pembangun | . Kegiatan 4,
Desa | Desa o . Ketahana Pengu | ¢ Bantu [ Pelatihan/ .7
upat | matan 2024 2024 gkata boon an | . Ketahan
n Pangan atan . Bantua | an o . Bimtek
en | A n < Produ ; ) Rehabilitasi an |
i Total dan , Ketah ) n ¢ Perta . untuk | o
. Produ ksi . Bidang . Pangan Rp. | %
v (Rp.) Hewani ksi anan | .o Perikan | nian/ Pertanian, dan 7
| : (Minimal son.. | Panga N an . Petern wu@w.ﬁmgm? Peternaka R !
i H ‘ NOO\OW _ @H.ﬂ& n man H mrmg waqumeﬂmBu n Eﬂ.rz‘mﬁ:
; ; ; nian Panga W Peternakan | Lainnya |
n L]
1 2 | 3 4 | s 6 | 7 | 8 9 10 | 11 12 | 13 14 15 | 16 17 | 18
S R - [ S A S U S U Y S [ E— N S S R S N S ,Wl -
B R T e e S At
(nama desa)........ , (Tgl. Bln, Tahun)............
KEPALA DESA/ Pj. KEPALA DESA ...... .

tanda tangan & Stempel Femdes

NAMA KEPALA DESA/ Pj. KEPALA DESA
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PETUNJUK PENGISIAN

DATA ANGGARAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM

KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI
TAHUN 2024

N()M()R URAIAN IS[AN _
() }‘DuSl Nama }g(}bupaten
(2) | Diisi Nama Kecamatan o o

(3) Diisi Kode Desa
{4 ) Niigi Nama Desa )
(5) Diisi Jumlah Nominal Anggaran Pendapatan Desa TA. 2024 (Jumlah dari -

Es,elmuh pendapatan transfer yang diterima Desa, seperti: DD, ADD,
' DBHP, DBHR, BK dari Provinsi, BK dari Kabupatcn, BK daii
_ 1 Kementerian/Lembaga Negara, dll) i

(()1‘ | Diisi Jumlah Nominal Pendapatan Asli Desa (PADes) TA. 2024 )

(1) | Diisi Pagu Dana Desa (DD) TA. 2024 ‘
(8) : El)lm Jumlah Pagu Anggaran Untuk Keglatan Ketahanan Pang,an dan .
e - Hewani (Minimal 20% dari Pagu DD)

(9) Diisi Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani
_ E____E.}g‘_lupa Peningkatan Produksi Pertanian - o o
(10) , Diisi Alckasi Anggoran Untuk Kegiatan Ketahanon Pangan dan Hewani
- - Berupa Penguatan Ketahanan Pangan e
(11) - Diisi Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani
‘B(l upa Peningkatan Produksi Tanaman Pangan . o
(12) ' Diisi Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani
~ Berupa Bantuan Perikanan .
(13) - Diisi Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani

| Berupa Bantuan Pertanian/ Peternakan

{14) ' Diisi Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani
[ Berupa Pembangunan Rehabilitasi Bidang Pertanian, Perikanan,
| Peternakan

(15) { iisi Alokasi Aﬁsé&u an Untuk Iifsiatah Ketahanan | augan dan ilcwani

i 5 Berupa Pelatihan/ Bimtek untuk Pertanian, Peternakan B 7

(16) ? Diisi Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani

o { Berupa Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani Lainnya ‘

(17) ‘ Diisi Jumlah Anggaran Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan
i Pangan dan Hewani

(18) f Diisi Jumlah Prosentase Anggaran Penggunaan Dana Desa untuk

Ketahanan Pangan dan Hewani terhadap Pagu DD TA. 2024




28. Format Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa Untuk Program Kegiatan Ketahananan Pangan Dan
Hewani Tahun Anggaran 2024;

Pagu Dana Desa
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2024

Ketahanan Pangan Tingkat Desa

Penggunaan Dana

Desa untuk

TA. 2024 Ketahanan J’angan
dan Hewani
o - | Pem | Pel | Ke . r d
bang - ati gia M | |
| Pe una ‘| ha :w: ﬁ,
Na | Na AP | . Ba n n/ Ket ‘ |
! , Pe nin , . ) w ,
ma . ma BD - | ntu Reh Bi ah m
Ka = Ke es Retah e gka an abili mt an ;
; b anan uat : tan Ba : o - ; ,,
bu | ca TA. . Re o 5 i Per tasi ek an w
« Panga | .. an Pro ntu : Re Rea
pat | ma 20 Tot . P oali - d i tan Bida unt | ;.1 pa iy ,
) ) 54 a7 dan sas Ket u an ian ng uk alis o R lisa i !
en | tan - (R I Hewa m, ah ksi Per | Pert ' Per asi M Pl “ |
P an tan  (Rp @ ika . c . T i (Rp 2 (Rp |
g .. (Rp - Per - ania tan i da " ,
© (Mini v an am | na ter a iar | ) h) ”
. mal : Pa an | n : Y n :
o an n ka ' kana - Per wa A
JM n n, ter ni i m
< Pert na lLai ,
erna ka nn
) e | H N . kan n va, R
12 4 6. 7 8 0,11 12 13 1415 16 17 18 19 | 20 21 22 23 24 2526 27 28




(narma desaj........, (Tgl, Bln, Tahun)............
KEPALA DESA/ Pj. KEPALA DESA ........
tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA KEPALA DESA/ Pj. KEPALA DESA
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29. Format Isian Data Anggaran Penggunaan Dana Desa Untuk Program Kegiatan Pencegahan dan Penurunan
Stunting Tahun Anggaran 2024;
DATA ANGGARAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024
DI DESA ............... KECAMATAN ............... KABUPATEN BANGKALAN
N o — S SO . R : — — Wu
, Pagu Dana Dana Desa Untuk Pencegahan Dan Penurunan Stunting wm:mmcwmﬂb wwsq_muuwwﬁmmﬁmf “
Desa 2024 Tahun 2024 encegahan Dan re °
. Stunting
Nama Nama Kode | Nama B Ridans -
Kabupaten Kecamatan Desa | Desa Bidang Bidang Pembinaan : ! ,m:w
i . Pemberdayaan o
{Rp.) Pembangunan Kemasyarakatan . {Rp.) (%)
8 Kemasyarakatan
Desa Desa
L Desa o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(nama desa)........

KEPALA DESA/

Pj. KEPALA DESA ........

tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA KEPALA DESA/ Pj. KEPALA DESA
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PETUNJUK PENGISIAN

DATA ANGGARAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM

S U 1

S S

 URAIAN [SIAN |

KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI
TAHUN 2024

Diisi Nama Kabupaten
Diisi Nama Kecamatan
Diisi Kode Desa

Diisi Nama Desa - B
Diisi Pagu Dana Desa (DD) TA. 2024

Diisi Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Pencegahan Dan
Penurunan Stunting di Bidang Pembangunan Desa
Diisi  Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Pencegahan Dan
Penurunan Stunting di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Diisi  Alokasi Anggaran Untuk Kegiatyén Pencegahan Dan

Penurunan  Stunting di Bidang Bidang Pemberdayaan
- Remasyarakatan Desa

Diisi Jumlah Anggaran Penggunaan Dana Desa untuk Kegiéiénrg
Pencegahan Dan Penurunan Stunting '

Diisi Jumlah Prosentase Anggaran Penggunaan Dana Desa untuk
Kegiatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting terhadap Pagu DD
TA. 2024 |
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I

fnama desa)

30. Format Isian Data Anggaran Penggunaan Dana Desa Untuk Program Kegiatan Pencegahan dan Penurunan
Stunting Tahun Anggaran 2024,
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024
DIDESA .......... KECAMATAN ........ KABUPATEN BANGKALAN
i R -1 . —
w ,, . . ) ’ . Penggunaan Dana Desa untuk
Pagu Dana Desa TA. 2024 Dana Desa Untuk vm:ommmrms Q«S Penurunan Stunting Pencegahan Dan Penurunan
” Tahun 2024 .
Stunting
Nama | Nama Na , e i Bid - e _ e N e
Kabupa @ K€ca | Kode | ma | | Realisasi MEN | Bidang | Bidan ! |
ten mata | Desa | De Penggunaan Dana | | ° . Pembina | ., .. 8 W, ,
n sa i Pem | Realis Realis | Pemberdayaa L | .
n S , Desa untuk o an . : Realisasi o I A Prosentase
(Rp.) bang asi - asi n . (Rp.) | Realisasi | (%) L
Pencegahan Dan , Kemasya | | . {Rp.) i Realisasi (%)
una (Rp.) i {Rp.} | Kemasyaraka _
Penurunan rakatan ! ‘
Stunting (Rp.} no Desa | tan Desa
- ] Desa _ . ) ) -
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16
— e e - — - - - - - T

KEPALA DESA/ Pj. KEPALA DESA ........

tanda tangan & Stempel Pemdes

NAMA KEPALA DESA/ Pj. KEPALA DESA
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31. Format Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa

BUPATI ....cccco00000000s000000000e

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama SRR PR PO B . oo ionsion '« 3 s s n i mo AT IR Sn g v < v ' (1)
KPR T * 5 BRI o vl soioin s s im0, 48 50 s o ad NS TR S SRR R p s e (2)
e e e U St Sty (S SIS (3)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:
Nama . Kepala KPPN ... (4)
selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Bt o o s ety S als o5 e oo e wiee e sl by pvns wob e TR AT i« (5)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening

Kas Desa terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran ............cc.cceevveiniiiniieiieennnn.

BUPATI LA A AR L L A R L R A

MATERAI
TTD

(NAMA BUPATI)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

URAIAN ISIAN

' Diisi nama pemberi kuasa

}. . . [ — . U s e
- Diist nama kabupaten/kota pemberi kuasa

D11s1 alamat bpemﬂberi kuasa

T

a1 e TN svrilasraly 1ravis Ity
SHariy wiliay dad L ja Kau

}f)iisi ~alamat KPPN wilayah kerj“a" kabl-jpﬂétenﬂ{ota

' pemberi kuasa

'?ﬂ—biisi tahun anggéfan berjalaﬁ o

- Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat;

- kuasa
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32. Format Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan

(KOP SURAT) ........... (1)
..................... s e (2)
Kepada
Yth. Kepala KPPN selaku KPA BUN
Penyaluran Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan
di
TEMPAT
SURAT PENGANTAR
NOMOR: ...cocevivinrrinniinnens (3)
No ’ ~ Uraian | Jumlah | Keterangan (*)
‘ . Dokumen
1. 13Bersama ini""cll_isambéiikén dokumen | 1 berkas 'Dilam'bii—;iﬁengéﬁw
- persvaratan penvaluran Dana Desa - kertas kerja
vang tidak ditentukan | | (worksheet)
| penggunaannya/Dana Desa yang penghitungan
~ditentukan penggunaannya tahap ' rincian Dana Desa
b (4) dengan rincian sebagai i setia Desa hasil
- berikut: [ cetakan aplikasi
Al (5) * Online Monitoring
b o Sistem
¢. Dst Perbendaharaan
dan Anggaran
| Negara (OMSPAN)
! yang
| ditandatrangani
oleh
! | penandatangan

‘ [ | surat pengantar (¥}
2. E}\aml bertanggung1awab penuh atas kebenaran substansi data dan
idokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung
jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen vang

. disampaikan
() Dipilih salah satu ponvaluran Dana Dcsa yang tidak ditentukan
penggunaannya/Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
(**) Khusus tahap |
BUPATI ..coiiiiiiiiiiiiiiieineeaes (6)
TTD criieiriintercnscsterncnees 7
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

' NOMOR

! DllSl tahap penyampalan persyaratan penyaluran

URAIAN ISIAN

1Sl kop surat Pemeriniah Daerah tersebut

Dl]bl tempat, taﬁggal bulan, téhun pembuatah sur'aixrt

Dns; nomor pembudLan surat

e e - o~

TG e A 3 A1 fm v s s 1
C Diisi Qlrigail aoxuimmcin plr Yy Al atail p\,u_ycuuuau o\,oucu

L dengan tahapannya

Diisi Jabataﬁ penanda tangan

(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat

' Daerah  yvang menvelenggarakan urusan  pengelolaan

}keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat

'Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupat/wali
- kota)
' Diisi tanda tangan

1(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat:

 kota)

- Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan
keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupat/wali

- Diis1 nama penanda tangan

(paiing rendah oleh pimpinan organisasi perangkat

. Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan

- keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat

- Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
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33. Format Surat Pernyataan Komitmen Penganggaran Insentif Desa

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN
INSENTIF DESA TAHUN ANGGARAN 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama NS RN SR N o, |- (. RO (1)
Jabatan :  Kepala Desa........ /Penjabat Kepala Desa .......... (2)
Alamat R e et o s e« Syec's £5 e il b S PO ST T & . o s (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Insentif Desa TA 202.. sebesar Rp......... (4) akan dianggarkan dalam
Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan TA. 202.. atau Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan TA 202..

2. Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan
kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Dalam hal terdapat sisa atas Insentif Desa TA 202.., akan dianggarkan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....(Diisi Nama Desa), ....(Tanggal, Bulan, Tahun)
KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA ....... SesumpaissaRt s

STEMPEL ) MATERAI TTD

(NAMA LENGKAP KEPALA DESA/Pj. KEPALA DESA)




 NOMOR
(1)

AN

o~ — -
‘ IOV
)

"+""" . M 7 - "“1 R s - e ) . v r 1 '\.— £ i. ’ . o
P DIIS1 Nnanmnia nepala pesa;/ remnjavat nwepaia pvesa; seputan

P
)

+
i

Diisi déhgan alamaititempat tinggal Kepala Desa

TNt 331 laly e
L1 judilicirl 1ol
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PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
PENGANGGARAN INSENTIF DESA

URAIAN ISIAN

lain

Diisi dengan nama Desa tempat menjabat
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34. Format Daftar Rekening Kas Desa

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN

TA. 20...
M 3 ) ‘ S : o " DETIL. .
. ALAMA i . NAMA : ;
KODE NAMA . . - in - . NAMA | . NOMOR | NAMA | KODE
CNO PW OR | KE \ PR 3 , SMIL | : | e iyt
” NC DESA | DESA NPWP bﬁ/ﬁ IR | KECAMATAN ;. PROVINSI BANK | _v,wz: :AJ 'REKENING CABANG W POS
DESA  REKENING i
T S ; G ... BANK
(1) I ) (5) I ) I e ® 9 . (10 A“.E?% S (12)
......................... ,tanggal ....................... (13
BUPATI ........................ (14)
TTD ... (15)

NAMA BUPATI



. NOMOR _URAIAN ISIAN

— i~
£ON
! i I

S0 N ;o
—_ O = =

—

(12)
(13)
(14)
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA

3] - iIV‘Yl"’
HID A B RO AAULAAUl L i

DllSl nomor kode desa

Diist nama desa
Diisi Nomor Pokok Waﬂb Pajak (NPWP) Desa yang
bersangkutan

-y e A~ e

: Dl]on ala;uaL }:\CLLLLUL dpoa
' Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada

Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
Diisi nama rekening kas desa tersebut

Diisi oot rekening kas desa tersebut
Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas
~desa tersebut berada
Diisi kode pos alamat desa tersebut berada

Diisi tempat, tanggal bulan, tahun pembuatan surat

S

D Diist Jd[)d[dll penanoa ldngdn

(Paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat
Daerah vang menyelenggarakan urusan pengelolaan
keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat
- Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan

b e Vo VN o Vo iV i e e SV TN L . 4 i\
) ‘ ulab!yd:l?ilt&dl eSa vcidasal kall paiidiijuisall L)updtl)

- Diisi tanda tangan

(Paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan

keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat
—— vy an~ 1 P i

i LJCLLI a] 1 ya; 12\:’) LLLCLl_ychlisscll O.X\all pu u::;cux }JCLLLUK,I ua_yaa.u
~masyarakat Desa berdasarkan penunjukan Bupati)

: | Diisi nama penanda tangan

(Paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat
- Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan

j}\\,l,lclll an Dacrah atau impinan organisasi pcrangkat
3 & P P 5 b g

 Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan
' masyarakat Desa berdasarkan penunjukan Bupati)
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35. Laporan Konvergensi Pencegalkan Stunting Tingkat Desa

LAPORAN KONVERGENS!I PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAM A KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN % ooooveoeoeee e, KZCAMATAN  : oo,
DESA et rer e e e ee e, TAHUN ot
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) B R -
,, T IBU HAMIL >z>x o - uw BULAN
SASARAN ' JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK o Tcs x\m_ o mea TGIZI KURANGY Gizi
L o I o S I B BURUK/STUNTING
JUMLAH N SO A OOOUO PPN
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR www,_d_swdm,pz (DETEKSI DINI STUNTING) ‘ ‘ -
Ww>w>w>z | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 HIJAU KUNING MERAH
' BULAN (NORMAL) (RESIKO STUNTING)  (TERINDIKASI STUNTING|
‘umz;:‘ ‘ [T N AR - 4| ............ -
TABEL 3. Nm_.mzmxbwtmswmz<wm~.ww.~.4mu _Mp._wma r><>z>z wmzomm.pmbz meczﬂzm:w%mm w&o.om mw K
SASARAN | INDIAKTOR JUMLAH %
mu " PERIKSA 4 KALI wm M.y.\:, KEHA &‘mrwz JE o D
AL NDAPAT DAN MEMINUM PiL, P S >z> 00 HARI
w B me w%m{: _IN MENDAPAT LAYANAN PEMIRIKSAAN NIFAS \W - ...... ‘ ‘ o

4 MENGIKUTI NCZ.JT L :Am GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALIL

,m IBU ITAMIL (KEK/REST)MENDAPAT KUNJ UNGAN RUMAH T
7 BULANAN I B R S




M
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RUMALH TANGGA 1BU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM

hmw >§>Z B | R R B ,+\ ......... \ B
7 WGZ\/: ;2 w w> Ec :>_<_F ZEEEE ;>sw>7 r>§7 ............ e,
Wm Zh%i_;_L>Z:f:4xmvmz>%>z ............ ............
_ _— _ I P J— —— N S N
’ ,H,‘>2wxﬁgQ>prmﬁ:>z;swzc>w>aﬁzw;:m>m_U>w>ﬂ - T T o
1 LENGKAP T -
2 ,U:_Zw>zm_wm7>ﬁm>c>zHﬂu:2”1;;>mwch>z ........................
3 Hzcxcmw§2L>zq\ZZOO~w>c>2wmﬁﬁpw>r>zpéﬂ>:cZ ........................
4 ORANG "UA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GI17 r;ﬂww»wﬁi!mpcwmeWuw ........ -
ANAK  BULANAN | ]
USIA B . - : e, IR s
023 - | KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/
12 . 5 KURANG /STUNTING SRR R s
(0-2 ‘ RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM
TAHUN) 0 AMAN o o s R .
7 gﬁ;>>ma>zmﬂ>>4>xoAY:aZmZ::Q_>Zw>2r>5£A ........................
'8 | ANAK 0-2 TH JAMINAN KISSEHATAN | e, e
9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR ... ... -
ﬁwm‘ﬂzﬁsﬁu3c>\mwzm>06w~Zm%ﬁ:xc;w1>mw2ﬂamwwomwzwajéeiz1i‘ o ) T o
1 b ) o | o - e [ )
ANAK ,
By | ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL
| ” oD YR AREE MARAT AR AT PR R
eTAaHUN B9 - T ,

E ﬁ?ﬁ@u\ A HAZQNP\H NOZ<HWQHZMH Umm?

NO

 SASARAN

TINGKAT KONVERGIINSI

A. o)




A
5 #

e

%O,?Pf WEZQW}\_ 7Q2<Fmﬁ T\me UT W>

| 13U HAMIL

>Z>W O .Nw ICF}Z
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TABEL 5. uvﬂv QQGZE U>Z> DESA U>F>~<n m_ﬂzomnwbmmurz MHGZ..HHZQ

. 51| KEGIATAN x:cﬁcv Euzom GAHAN ST czdzq ]
NO | BIDANG/KEGIATAN WNW\M\ ALOKASI . ' Y |
>rox>@ DANA % (PERSEN)
L - - - PO - - ——— e — ﬁ S - S _
I | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | e,
2 iw_vixo PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 5

CATATAN :

< Laporan konvergensi stuntirg sebagaimana tercantum diatas. diutanakan hasil keluaran dari aplikasi OM-SPAN

< Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD, dilakukan secara manual, maka Hal 13! s/d Hal 133 dibuat 3 (tiga) rangkap diperuntukkan
bagi:

1. Arsip Pemerintah Desa Setempat
2. Kecamatan Setempat
3. DPMD Kab. Bangkalan

<+ Dalam hal penyampaian persyaratan penyaluran DD dilakukan me!alui aplikasi penyaluran DD yang disecliakan oleh Pemkab. Bangkalan, maka
Hal 131 s/d Hal 133 dibuat | (satu) rangkap, untuk disimpan dan menjadi berkas arsip di masing-masing Pemerintah Desa.
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36. Format Kartu Skor Desa Konvergensi Layanan Stunting Tahun
Anggaran 2023

KARTU SKOR DESA
KONVERGENSI LAYANAN STUNTING DI DESA (NAMA DESA)

‘ kod(‘ l)( sa : (KODE DESA) | Provinsi : (NAMA PROVINSI)
Desa ~ (NAMA DESA) Lapmdn anulan (PENYESUAIAN B
3 ;’\abup(u?n S {(NAMA KABU ‘P/\"‘F‘\I‘ - Tahun - 12023

_PIC )
L”NII\ kl’M (NIK KPM)
Kec (undl(m - (NAMA kP’\/i)
t A. DATA SASARAN TOTAL \ STAT US ( 171 JUMLAH
. 1 Remaja Putri ‘L’-\ﬂl--l--l-l-(f-‘j—- e —
j S S . . :  Anemia: B _
N - Calon Pengantin dan calon l
7 . pasangan usia subur ‘ ——
; ; ! Normal i o
3 1 Ibu hamil dan ibu hamil KEK RF)STI . -
| R _ KEK: I
P I Normal: i ) B
4 Anak 0-59 bulan '---G—M-E---l-\-}-l-l-f-i-ﬂg -t — -
o | Giziburuk:
N - i Stunting: L
| |  Normal: . N
'~ Keluarga beresiko stunting ; Keluarga
| dan keluarga rentan ' ] beresiko / i
‘ rcntan stating |
R stunting: ; - i
T Total Cakupan ] -
B. DATA CAKUPAN LAYANAN - Total Cakupan Lavananp | %
L.avanan . S :
o ~ ) Diterima ) -
1 Re m(Ua I’um - - 3
1. Pemeriksaan status anemia i
- (Hb) I R S N
2. Mendapat Tablet
Tambahan Darah , B -
-2 Calon Pengantin ,‘ B
1. Peweriksaan Keseliaian ‘
(menerima TTD/Vaksin i N -
2. Meng,,lkutl bimbingan
persiapan perkawinan
3 Il)u Ha mil d(m le'}s )
1 Pe me uksa ke hamllan/nlias i
‘2. Peserta keluarga Berencana
. (KI3) paska persalinan I
3 Ibu Hmil KEK mendapatkan '
- tambahan asupan gizi 1 -
b Mengkomsumst tablet
- tambah darah ' |
(TTD) (minimal 90 tablet i
selama masa kehamilan) - . o

1 Analk 0-3G hilan
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1. Pemantauan Tumbuh
Kembang (dating ke

; - posvandu/layanar

| kesehatan lainnya)

. Mengikuti kegiatan

[\

BRiB/PAUD L

)

. Anak gizi
kurang/buruk/stunting
mendapatkan tambahan
asupan gizi dan konseling
gizi

4. Anak mendapatkan
_ imunisasi dasar lengkap

-5 Keluarga beresiko stunting

dan keluarga rentan 7 |

]
l Keluarga memiiliki kartu
. keluvarga i ; ]
2. Keluarga memiliki akses ke | i
~sumber air bersih/minum ‘ o )
3. Keluarga memiliki akses ke 3
1 - jamban sehat 7 5 ; o
: 14 Keluarga memiliki
 kepesertaan jaminan
. kesehatan (mandiri/subsidij )
5. Keluarga rentan |
(sosial/ckonomi/ditabel)
. terdaftar sebagai peserta
. program bantuan sosial
- (PKI/BLT-DD/Program ‘
Cosejemis) L
| 6. Keluarga memiliki akses i
i ! qanitaci/ nemhuanoan ; i
i ! "_““““"‘l [ e 1‘ |
. lmbah lavak ; d -
3 7. Keluarga beresiko stunting ‘

mendapat pendampingan
olech TPK

8. Keluarga beresiko Stunting
i menjadi peserta kegiatan |
ketahanan pangan )'
keluarga/pemanfaatan

lahan pekarangan untuk |
peningkatan asupan gizi '

. KONVERGENSI LAYANAN
(cakupan lavanan)

i

|

i

|
JRR— PP S

1. Remaja Putri

Total
Konvergensi
Layanan

{

P

Total
Konvergensi

_diterima

%

2. Calon Pengantin dan calon |
pasangan usia subur

3. Ibu Hamil dan ibu hamil :
NDI'S i

4. Anak (0-59 'brulan);

S. Keluarga memiliki sasaran

© . sluiiting dan koluaiga

. beresiko stunting
_Total Konvergensi Desa

D.FASILITASI DESA
: ‘1. Angka Konvergensi Desa
Tahun Sebelumnya

T

Nilat
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. Jumlah Alokasi anggaran

Dana Desa Untuk kegiatan
Stunting Termasuk Insentif
Kader

Total Rp.

. Jumlah Realisasi anggaran

Dana Desa Untuk kegiatan
Stunting Termasuk Insentif
Kader

Total Rp.

. Desa Memiliki KPM,TPK dan

Kader posyandu yang dilatih
menggunakan modul umum

Pilihan

. Desa Melakukan Rapat

evaluasi min. 2 kali dalam 1
tahun atas pelaksanaan
konvergensi stunting

Pilihan

. Desa Melibatkan Warga dan

Multi Pihak Dalam Rembuk
Stunting Desa

Pilihan

E. Kendala yang dihadapi:
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